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SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang

efektif dan efisien serta melaksanakan ketentuan Pasal 40
ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
sebagai pencipta arsip perlu membuat sistem klasifikasi
keamanan dan akses arsip dinamis Dewan Perwakilan
Rakyat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Dewan
Perwakilan Rakyat;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Presiden: Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Sekretariat Jenderal' Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 39); -

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011
tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan
dan Akses Arsip Dinamis;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2010
tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG  SISTEM
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal
merupakan aparatur pemerintah dalam menjalankan
tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

2. Arsip Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Arsip adalah rekaman kegiatan atau
peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh Sekretariat Jenderal untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

3. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara
langsung dalam kegiatan penciptaan Arsip dan disimpan
selama jangka waktu tertentu.

4. Unit Kearsipan adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat
Jenderal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab
dalam penyelenggaraan kearsipan.

5. Unit Pengolah adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat
Jenderal yan mempunyai tugas dan tanggung jawab
mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan
penciptaan Arsip di lingkungannya.

6. Klasifikasi adalah proses identifikasi dan pengelompokan
kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan.
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7.

10.

11.

12.

Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori
kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat
keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap
kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan
perorangan.

Akses Arsip Dinamis adalah kategori pembatasan akses
terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan
Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
tertentu.

Biasa adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki
informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak
merugikan siapapun

Terbatas adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang
memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak
berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan
tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

Rahasia adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang
apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan
negara, sumber daya nasional, ketertiban umum,
termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang
terdapat pada Arsip bersifat sensitif bagi
lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang
serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya
kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila
dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik
tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah
dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup
informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membukanya.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat ini adalah sebagai acuan Klasifikasi
keamanan dan akses Arsip Dinamis di lingkungan
Sekretariat Jenderal.

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
ini bertujuan untuk menyediakan informasi Arsip yang
dapat diakses oleh publik berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta menjamin
keamanan Arsip bagi Informasi yang dikecualikan.

BAB II
KLASIFIKASI ARSIP DINAMIS

Pasal 3
Arsip Dinamis berdasarkan fungsi dapat dikelompokkan ke
dalam:
a. fungsi substantif; dan
b. fungsi fasilitatif.
Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah fungsi yang merupakan kegiatan
pokok/utama Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.
Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah fungsi penunjang untuk melengkapi dan
memperlancar kegiatan pokok/utama Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.
Fungsi Substantif dan fasilitatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Pasal 4
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
mengacu pada kebijakan Klasifikasi Arsip Dinamis dengan
menggunakan kode Klasifikasi Arsip Dinamis dalam
bentuk gabungan huruf dan angka.
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(2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan
fungsi unit kerja dan berfungsi sebagai dasar pemberkasan
dan penataan Arsip.

(3) Kebijakan Klasifikasi Arsip Dinamis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

BAB III
KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 5

(1) Penentuan  Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis
didasarkan pada tingkat keseriusan dampak dari informasi
yang dipergunakan pihak yang tidak berhak.

(2) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi 3 (tiga)
tingkat yaitu:

a. Biasa;
b. Terbatas; dan
c. Rahasia.

(3) Penentuan tingkat Klasifikasi keamanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui analisis risiko
dan disesuaikan dengan kepentingan dan kondisi setiap
pencipta Arsip.

Pasal 6
Tingkat Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat
(2), dibedakan berdasarkan teknis pengamanan dan
pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat Klasifikasi
informasinya semakin tinggi tingkat pengamanannya dan
semakin tinggi tingkat Klasifikasi informasinya semakin ketat
dalam pengaturan aksesnya.



(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IV
HAK AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 7
Pencipta Arsip melakukan penentuan dan Klasifikasi hak
akses Arsip Dinamis.
Hak Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperuntukkan bagi :
a. pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
b. publik.
Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a hanya dapat mengakses Arsip yang berada pada
tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya.
Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
mengakses Arsip dengan kategori terbuka sesuai dengan
prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 8

Hak Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

a.

b.

(1)

(2)

hanya dapat diakses oleh pejabat/pegawai yang
mempunyai kewenangan;

pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dapat mengakses
Arsip yang dibuat oleh pejabat/pegawai di bawahnya
sesuai dengan hierarki kewenangannya dalam struktur
organisasi; dan

pejabat/pegawai yang kedudukannya setara atau
dibawahnya tidak dapat mengakses Arsip yang dibuat oleh
pejabat di atasnya kecuali sebelumnya telah diberikan izin
oleh pejabat yang berwenang.

BAB V
PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 9
Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan
fisik dan informasi Arsip berdasarkan Klasifikasi
keamanannya.
Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didukung dengan sarana dan prasarana meliputi:
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(3)

(4)

()

(1)

(2)

(1)

a. perangkat keras (hardware); dan
b. perangkat lunak (software).
Perangkat keras (hardware) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a meliputi:
a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa:
1. filing cabinet/rak arsip; dan
2. brankas atau lemari besi.
b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari
Arsip sesuai dengan tingkat Klasifikasi informasi; dan
c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang
representatif sesuai dengan tingkat Klasifikasi
informasi.
Perangkat lunak (software) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi:
a. daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan inaktif.
Ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c dilengkapi dengan fasilitas pengamanan berupa
kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan, tabung
pemadam kebakaran, dan/atau media simpan Arsip.

Pasal 10
Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Arsip dengan kategori Biasa disimpan pada filing
cabinet/rak arsip;
b. Arsip dengan kategori Terbatas disimpan pada filing
cabinet/rak arsip; dan
c. Arsip dengan kategori Rahasia disimpan pada brankas
atau lemari besi.
Unit Pengolah dalam pelaksanaan pengamanan Arsip
Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
berkoordinasi dengan unit Kkerja yang membidangi
pengelolaan barang milik negara.

Pasal 11
Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dilakukan oleh pejabat fungsional arsiparis di Unit
Pengolah dan di Unit Kearsipan.
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(2)

(3)

Pejabat fungsional arsiparis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berwenang dan bertugas melakukan pengamanan
terhadap Arsip aktif yang ada di Unit Pengolah dan Arsip
inaktif yang ada di Unit Kearsipan.

Dalam hal belum terdapat pejabat fungsional arsiparis di
Unit Pengolah dan Unit Kearsipan, pejabat pimpinan tinggi
pratama dapat menugaskan staf lain untuk melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai
pelaksana Arsip.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada 8 Desember 2020

SEKRETARIS JENDERAL,

LY
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LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO. 14TAHUN 2020
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FUNGSI SUBSTANTIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO. | KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI | HAK AKSES DASAR UNIT PENGOLAH
ARSIP KEAMANAN PERTIMBANGAN
1 2 3 4 S 6 7
I LG. LEGISLASI
LG. 01. A RUU Inisiatif DPR RI
LG. 01.01. 1.|Usulan RUU Inisiatif DPR RI
’I;;dak mke mlskl Sekretariat Badan Legislasi,
a. Surat Pengusul Biasa Administrator . L ya. & . Sekretariat Komisi, Badan
mengganggu kinetja Musvawarah
DPR RI ¥
T(;dak rnke feitn Sekretariat Badan Legislasi,
b. Naskah Akademis Biasa Administrator SIRDa yall'xg . Sekretariat Komisi, Badan
mengganggu kinerja N Sranshah
DPR RI %
’I;(;ak ;nke malgkl Sekretariat Badan Legislasi,
c. Draft RUU Biasa Administrator e : & . Sekretariat Komisi, Badan
mengganggu kinerja o AR Y
DPR RI ¢
o Haadlc i STk Ee Sekretariat Badan Legislasi,
Harmonisasi usulan draft . - dampak yang . .
d. Biasa Administrator el Sekretariat Komisi, Badan
RUU mengganggu kinerja Musvawarah
DPR RI %
. B Tc;(iak x;ke m;hkl Sekretariat Badan Legislasi,
e SPITUAAmEETan Biasa Administrator mpak yang Sekretariat Komisi, Badan

Musyawarah (Bamus)

mengganggu kinerja
DPR RI

Musyawarah




Tidak memiliki

Sekretariat Badan Legislasi,

1% Ketérangan/dan-perjelasan Biasa Administrator Aetmpac yarllg . Sekretariat Komisi, Badan
Pengusul mengganggu kinerja Musvawarah
DPR RI 8
M kan/Pendapat Fraksi T;g;k :;{emalgkl Sekretariat Badan Legislasi,
g. asu. Nl o e Y Biasa Administrator pak y X g . Sekretariat Komisi, Badan
Fraksi mengganggu kinerja Mus vawarah
DPR RI i
T;:?nk ;Ill(em;hkl Sekretariat Badan Legislasi,
h. [Risalah Rapat Paripurna Biasa Administrator i 1.1g 3 Sekretariat Komisi, Badan
mengganggu kinerja AL —
DPR RI 4
Surat Pengantar Ketua DPR ’I(‘;(;ak I:ke malhkl Sekretariat Badan Legislasi,
i. |RI kepada Presiden RI Biasa Administrator g rzi uy klifer'a Sekretariat Komisi, Badan
terkait draft RUU ggngRg RI J Musyawarah
Surat Presiden terkait i T(;dak m]f . Sekretariat Badan Legislasi,
j. |dengan penunjukan Menteri Biasa Administrator ampa yar.Ig . Sekretariat Komisi, Badan
ang mewakili Presiden THET gee e Rifcnd Musyawarah
i DPR RI
Keputusan DPR RI tentan ’I;;Zak {:}fm;gkl Pelustaciat Betan Logldlasi,
k. p & Biasa Administrator JRpE R . & . Sekretariat Komisi, Badan
pembahasan RUU mengganggu kinerja Musvawarah
DPR RI 4
Rapat Dengar Pendapar T(;g:lk ;r;(em;ﬁkl Sekretariat Badan Legislasi,
I. p g p Biasa Administrator BESL & : & . Sekretariat Komisi, Badan
(RDP}) mengganggu kinerja asvaReah
DPR RI Y
Rapat Dengar Pendapat T(;Zf: mke e Sekretariat Badan Legislasi,
m. P cng p Biasa Administrator Rek 3 aflg . Sekretariat Komisi, Badan
Umum (RDPU) mengganggu kinerja P E—
DPR RI .
" g:;l‘g:;ilfnp};amsrsmang 'I(‘;gak n}(en;hkl Sekretariat Badan Legislasi,
’ . Biasa Administrator mpak yang Sekretariat Komisi, Badan

(apabila pembahasan RUU
diserahkan ke Pansus)

mengganggu kinerja
DPR RI

Musyawarah

LG. 01.02.

Pembahasan RUU Inisiatif DPR

"IRX




Berkas Persiapan
Pembahasan RUU

- Mekanisme Pembahasan
RUU

- Jadwal Acara Rapat

- Daftar Inventarisasi
Masalah (DIM}

Berkas Rapat Intern/Rapat
Kerja/Rapat Panja

- Daftar hadir

- Laporan singkat

- Risalah rapat

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan

'Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi



- Rekaman rapat

Berkas Rapat Tim
Perumwus/Tim Sinkronisasi

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

- Daftar hadir

- Laporan singkat

Terbatas

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR Rl

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

- Risalah rapat

- Rekaman rapat

Berkas Kunjungan Keria

- Surat Tugas, Bahan
Kunjungan Kernja, Jadwal
Acara

- Laporan/Hasil Kunjungan
Kerja/Bahan Masukan RUU

Bekas putusan
pembahasan RUU inisiatif
DPR RI

Terbatas

Terbatas

Biasa

Biasa

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Administrator

Administrator

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Tidak memiliki
dampakyang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang

mengganggu kinerja

ner Rri

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

Sekretariat Komisi

Sekretariat Komisi



LG. 01.03.

3.RI

- Pengantar Pimpinan
Komisi

- Laporan Panitia Kerja

- Pendapat akhir fraksi

- Pandangan Pemerintah

- Draft Akhir RUU

Pengesahan RUU Inisiatif DPR

Permohonan Penjadwalan
dan Persetujuan

Keputusan Bamus

Laporan
Komisi/ Badan/Panitia
Khusus (Pansus)

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Biasa

Biasa

Biasa

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Administrator

Administrator |

Administrator

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Tidak memiliki
dampakyang
mengganggu kinerja
DPR RI

Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI

Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,

Set. Komisi, Sekretariat Badan

Musyawarah

Sekretariat Badan Legislasi,

Set. Komisi, Sekretariat Badan

Musyawarah

Sekretariat Badan Legislasi,

Set. Komisi, Sekretariat Badan

Musyawarah



Tidak memiliki

Sekretariat Badan Legislasi,

Pendapat Akhir Pemerintah Biasa Administrator damipal YERE e, Komisi, Sekretariat Badan
mengganggu kinerja M h
DPR RI usyawara
Tidak memiliki
Sur gt Ketua DPR RI kepada N Sekretariat Badan Legislasi,
Presiden tentang keputusan Biasa Administrator At i Komisi, Sekretariat Badan
RUU mengganggu kinerja Blvevhwardh
DPR RI p
Tidak memiliki : " ]
Keputusan DER RI tentang . - deEDhEe A Sekretariat Badan Legislasi,
RUU Biasa Administrator .~ . |Set. Komisi, Sekretariat Badan
mengganggu kinerja M h
DPR RI usyawara
LG. 02. . |RUU Usul Pemerintah
LG. 02.01. 1.|Usulan RUU Pemerintah
: Tidak memiliki
Surat. Pengantar Presiden A Sekretariat Badan Legislasi,
terkait dengan Biasa Administrator menggaﬂ gguykingerja Set. Komisi, Sekretariat Badan
Penyampaian RUU
yamp DPR RI Musyawarah
Tidak memiliki . . .
. HoiittadTom Sekretariat Badan Legislasi,
Naskah Akademik Biasa Administrator pifevena. | lset. Komisi, Sekretariat Badan
mengganggu kinerja i h
DPR RI usyawara
Tidak memiliki . . ]
i Sekretariat Badan Legislasi,
Draft RUU Biasa Administrator BFse Set. Komisi, Sekretariat Badan
mengganggu kinerja M h
DPR RI usyawara
Tidak memiliki . . .
= e Sekretariat Badan Legislasi,
Harmonisasi usulan RUU Biasa Administrator Diee yax g Set. Komisi, Sekretariat Badan
mengganggu kinerja " b
DPR RI usyawara
Tidak memiliki , . .
s e Sekretariat Badan Legislasi,
Keputusan Bamus Biasa Administrator pak yang Set. Komisi, Sekretariat Badan

mengganggu kinerja
DPR RI

Musyawarah




Keterangan/ penjelasan

Tidak memiliki
dampak yang

Sekretariat Badan Legislasi,

Biasa Administrator isi i
Pengusul R e S Set. Kom;;l, Sekretar}iat Badan
DPR RI usyawara
Tidak memiliki : . ;
_ _ . Aol nele v Sekretariat Badan Legislasi,
Pendapat Fraksi-fraksi Biasa Administrator PaYale  lget. Komisi, Sekretariat Badan
mengganggu kinerja M h
DPR RI usyawara
Tidak memiliki . . ]
. _ . i e ey Sekretariat Badan Legislasi,
Risalah Rapat Paripurna Biasa Administrator paky r g . |Set. Komisi, Sekretariat Badan
mengganggu kinerja M i
DPR RI usyawara
Tidak memiliki
Surat Ketua DPR RI T Sekretariat Badan Legislasi,
Pengantar RUU kepada Biasa Administrator menggaﬁgguy kirirja Set. Komisi, Sekretariat Badan
Presiden RI
DPR RI Musyawarah
. Tidak iliki
Surat ?res1den tenta}ng gl :fman i Sekretariat Badan Legislasi,
Penurllil.;kan Mctlanterl Yang Biasa Administrator menggaﬁ gguy kir;gerja Set. Komisi, Sekretariat Badan
Mewakili Presiden
DPR RI Musyawarah
Tidak memiliki . . .
Keputusan DPR RI tentang Bi Admini dampak yang cREEraEEadan Lesblasl,
1asa trat isi i
pembahasan RUU S st mengganggu kinerja Ban Kom;\:l, Sekretzx;at Badan
DPR RI usyawar:
Tidak memiliki r . :
. Ly e AT Sekretariat Badan Legislasi,
RDP Biasa Administrator . _ . |Set. Komisi, Sekretariat Badan
mengganggu kinerja 2 h
DPR RI usyawara
Tidak memiliki . . !
_ B S Sekretariat Badan Legislasi,
RDPU Biasa Administrator Set. Komisi, Sekretariat Badan

mengganggu kinerja
DPR RI

Musyawarah




LG. 02.02.

Keputusan DPR RI tentang
Pembentukan Pansus
(apabila pembahasan RUU
diserahkan ke Pansus)

Pembahasan RUU Usul

a.

' |Pemerintah

Berkas persiapan
pembahasan RUU

- Mekanisme Pembahasan
RUU

- Jadwal acara rapat-rapat

- Daftar Inventarisasi
Masalah (DIM)

Berkas rapat intern/Rapat
Kerja/Rapat Panja

- Daftar hadir

- Laporan singkat

- Risalah rapat

Biasa

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Administrator

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu Kinerja
DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memilikn dampak
yang dapat
mengganggu

pelaksanaan tugas
das fanme: DR PT

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Sekretariat Badan Legislasi,

Set. Komisi, Sekretariat Badan

Musyawarah

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi



- Rekaman rapat

Berkas Kunjungan Kerja
- Surat Tugas, bahan

kunjungan kerja, Jadwal
acara

- Laporan/hasil kunjungan
kerja

Berkas Rapat Tim
Perumus/Tim Sinkronisasi

- Daftar hadir

- Laporan singkat

- Risalah rapat

Terbatas

Biasa

Biasa

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Administrator

Administrator

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu

pelaksanaan tugas

| dan fungsi DPR RI

Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI

Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPRRI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

Sekretariat Komisi

Sekretariat Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi

- Rekaman rapat

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu

pelaksanaan tugas

dan fungsi DPR RI

Sekretariat Badan Legislasi,
Sekretariat Komisi




Berkas Putusan
e. |Pembahasan RUU Inisiatif
Pemerintah

LG.'02.03.

Memiliki dampak

- Pengantar Pimpinan Pimpinan Jeg cepa Sekretariat Badan Legislasi,
s Terbatas . . mengganggu . o
Komisi Tinggi Pratama Sekretariat Komisi
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
03 J Pimpinan yang dapat Sekretariat Badan Legislasi,
- Laporan Panitia Kerja Terbatas . . mengganggu . o
Tinggi Pratama Sekretariat Komisi
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
il yang dapat . . .
. M LTS ] k B Legisl
- Pendapat akhir mini fraksi Terbatas . Puppman mengganggu SSkrevasidt ;.adan e.gl.s o
Tinggi Pratama Sekretariat Komisi
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
- Pandangan Umum Terbatas Pimpinan rz Esg (:;pat Sekretariat Badan Legislasi,
Pemerintah Tinggi Pratama Egangeu Sekretariat Komisi
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
- Laporan Singkat Pimpinan yang dapat Sekretariat Badan Legislasi,
. Terbatas ) . mengganggu i ..
Pengambilan Keputusan Tinggi Pratama Sekretariat Komisi
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI -
Memiliki dampak
LY. yang dapat . . .
k B
- Draft Akhir RUU Terbatas ! Pm}pman mengganggu Bekretavias ?dan Le.gl.s lasi,
Tinggi Pratama Sekretariat Komisi
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Pengesahan RUU Usul
Pemerintah
Permoh Peniadwal T;d?nk rnke i Sekretariat Badan Legislasi,
e s i g Biasa Administrator ampax yang Set. Komisi, Sekretariat Badan

a. 3
dan Persetujuan

mengganggu kiner ja
DPR RI

Musyawarah
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Tidak memiliki
dampak yang

Sekretariat Badan Legislasi,

b. |Keputusan Bamus Biasa Administrator .~ . |Set. Komisi, Sekretariat Badan
mengganggu kinerja N h
DPR RI usyawara
Tidak iliki ; |
6 el Sekretariat Badan Legislasi,
c) pgan Biasa Administrator dampak yang Set. Komisi, Sekretariat Bad
Komisi/Badan/Pansus mengganggu kinerja |~ Om;;l’ CXEC all-ula dacany
DPR RI usyawara
Tidak memiliki . y ]
_ ] B yam Sekretariat Badan Legislasi,
d. [Pendapat Akhir Pemerintah Biasa Administrator peyEiE .  dlloen Komisi, Sekretariat Badan
mengganggu kinerja i h
DPR RI usyawara
Surat Penganatr Ketua DPR Tc;dak r:lf m;ikl Sekretariat Badan Legislasi,
e. |RI kepada Presiden tentang Biasa Administrator menga:gr;lﬁgguykiferja Set. Komisi, Sekretariat Badan
Persetu juan RUU
J DPR RI Musyawarah
Tidak memiliki . . :
! Keputusan DPR RI tentang . o dampail yang Sekretariat Badan LteglslaSI,
© |ruU Biasa Administrator .~ . Set. Komisi, Sekretariat Badan
mengganggu kinerja o h
DPR RI usyawara
LG. 03 . |RUU Usul DPD RI
LG. 03.01. 1. |[Usulan RUU Usul DPD RI
Surat Pengantar Pimpinan Tidak memiliki . =
a. |DPD RI terkait dengan Biasa Administrator dampak yang Sekretariat Badar.l I;,egxslas1,
penyampaian RUU mengga\r;;if‘gli'kmerja Set. Komisi
T Tidak memiliki
b. |[Naskah Akademik Biasa A St dampak yapg . | Sekretariat Badar.l I-Jegislasi,
mengganggu kinerja Set. Komisi
DPR PRI
Tidak memiliki
¢. |Draft RUU Biasa Administrator dampak yang ~ Sekretariat Badan Legislasi,
mengganggu kinerja Set. Komisi
e IVERIR e
_’I‘lde—lkgrﬁ'émllﬂ(i
d. |Keterangan DPD Biasa Administrator dampak yang Sekretariat Badan Legislasi,

mengganggu kinerja
NPR RI

Set. Komisi
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LG. 03.02.

a.

Surat Pengantar RUU dari
Pimpinan DPR RI kepada
Presiden RI

|
Keputusan DPR RI Tentang
Pembentukan Pansus

Surat Pimpman DFPR RI
kepada Pimpinan DPD
mengenai Penunjukan
Alat lrplenalranasn NPD

2. Pembahasan RUU Usul DPD RI

Berkas persiapan
pembahasan RUU

- Mekanisme Pembahasan
RUU

- Daftar Jadwal Acara Rapat

Biasa

Biasa

Biasa

Terbatas

Terbatas

Administrator

Administrator

Administrator

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Tidak memihic
dampak yang
mengganggu kinerja

L DR Bl 0y
Tld# memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
nNrR R
Tidak memifiki
dampakyang

mengganggu kinerja
nDer p1

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi

- Daftar Inventaris Masalah
(DIM)

Berkas rapat intern/Rapat
Kerja/Rapat Panja

- Daftar hadir

- Laporan singkat

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan funesi DPR R

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi
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- Risalah rapat

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi

- Rekaman rapat

Berkas Rapat Tim
Perumus/Tim Sinkronisasi

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelak sanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi

- Daftar hadir

- Laporan singkat

- Risalah rapat

- Rekaman rapat

Bekas Putusan
Pembahasan RUU Usul
DPD RI

- Pengantar Pimpinan
Komisi

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan

Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelak sanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan funesi DPR R]
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi, Set. Badan
Musyawarah
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LG. 03.03.

- Laporan Panitia Kerja

- Pendapat akhir fraksi

- Pandangan Umum

Pemerintah

- Draft Akhir RUU

- Laporan Singkat

- Rekaman Rapat

3 Pengesahan RUU Usul DPD RI

Permohonan Penjadwalan
dan Persetu juan

b. Keputusan Bamus

Laporan
Komisi/Badan/Pansus

Terbatas

Biasa

Biasa

Biasa

Terbatas

Terbatas

Biasa

Biasa

Biasa

Pimpinan
Tinggi Pratama

Administrator

Administrator

Administrator

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Administrator

Administrator

Administrator

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampakyang
mengganggu kinerja
DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Tidak memiliki
dampakyang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampakyang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi, Set. Badan
Musyawarah

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi, Set. Badan
Musyawarah

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi, Set. Badan
Musyawarah

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi, Set. Badan
Musyawarah

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi, Set. Badan
Musyawarah

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi, Set. Badan
Musyawarah

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi, Set. Badan
Musyawarah

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi, Set. Badan
Musyawarah

Sekretariat Badan Legislasi,
Set. Komisi, Set. Badan
Musyawarah
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Tidak memiliki

Sekretariat Badan Legislasi,

Pendapat Akhir Pemerintah Biasa Administrator damipa yarllg . Set. Komisi, Set. Badan
mengganggu kinerja NGB T
DPR RI Y
Surat Pengantar Ketua DPR 22‘:( ;nkem;lllkl Sekretariat Badan Legislasi,
RI kepada Presiden tentang Biasa Administrator paky . g | Set. Komisi, Set. Badan
Persetujuan RUU mengganggu kinerja Musyawarah
DPR RI L
T(;dak mke mliikl | Sekretariat Badan Legislasi,
Keputusan DPR RI Biasa Administrator e W Set. Komisi, Set. Badan
mengganggu kinerja Musvawarah
| DPR RI W i 15
a AG. ANGGARAN
Y b RAPAT PENDAHULUAN RAPEN
i ‘IDAN RKP
Berkas Rapat Pendahuluan
pERDLC * RAPBN dan RKP
Surat Presiden sebagai Tidak memiliki
pengantar dan .penugasan Biasa Nl B o dampak yaflg . Set. Badar.l Anggara.n,
kepada Menteri yang akan mengganggu kinerja Sekretariat Komisi
membahas DPR RI o
] Tidak memiliki
Kerangka ekonomi makro d K T R —
dan pokok-pokok kebijakan Biasa Administrator G i yal"xg : ) . £e S
fiscal mengganggu kinerja Sekretariat Komisi
DPR RI
Tidak memiliki
Rencana Kerja Pemerintah ; ey dampak yang Set. Badan Anggaran,
(RKP) Riase SenEsiios mengganggu kinerja Sekretariat Komisi
DPRRI
Tidak memiliki
K kok-pokok ; :
etcfrangan/po O. e Biasa Administrator demmpels yaxllg d b Badar} Anggall‘a.n,
penjelasan Pemerintah mengganggu kinerja Sekretariat Komisi
DPR RI
Tidak memiliki
}?andgngan umum Fraksi- Biasa R im0 dampak yang Set. Badaq Anggafa.n,
fraksi mengganggu kinerja Sekretariat Komisi
DPR RI
Tidak memiliki
; . Set. Badan A 3
Jawaban Pemerintah Biasa Administrator i e e g B ey

mengganggu kinerja
DPR RI

Sekretariat Komisi
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Penugasan pembahasan

Tidak memiliki

oy Set. Badan A ]
RAPBN oleh Badan Biasa Administrator CHEDE N B ol
Vi Zaben mengganggu kinerja Sekretariat Komisi
2424 DPR RI
Tidak memiliki
e k Set. Badan A L
Rekaman rapat Biasa Administrator darapa o T e
mengganggu kinerja Sekretariat Komisi
DPR RI1
Pembahasan Bahan Rapat
[z T30, ' |Pendahuluan RAPBN dan RKP
Memiliki dampak
Siklus dan Mekanisme Pimpinan yang dapat
Terbatas ! . mengganggu Set. Badan Anggaran
Pembahasan Tinggi Pratama
pelaksanaan tugas
- N dan fungsi DPR RI .
Memiliki dampak
; ey yang dapat
L gl Terbatas . Plrppnnan mengganggu Set. Badan Anggaran
Intern Tinggi Pratama
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
. L yang dapat
Rlsglah/ PO Terbatas . melpman mengganggu Set. Badan Anggaran
Kerja Tinggi Pratama
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI -
Memiliki dampak
: .. yang dapat
Rlsglah/putusan Regrat Terbatas . ijlpm:in mengganggu Set. Badan Anggaran
Panja Tinggi Pratama
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPPR RI
Memiliki dampak
J ’ . - yang dapat
Ridala ypimsaniRapaiiie Terbatas . Pu?lp = mengganggu Set. Badan Anggaran
Perumus Tinggi Pratama
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Tidak memiliki
Laporan Panja-panja Biasa Administrator Campak|yang Set. Badan Anggaran

mengganggu kinerja
DPR RI
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AG. 01.03.

AG. 02.

AG. 02.01.

AG. 02.02.

g. |Kesimpulan Rapat Kerja

h. |Rekaman rapat

Pengesahan Hasil Rapat
‘|Pendahuluan RAPBN dan RKP

a. |Laporan Badan Anggaran

PEMBAHASAN LAPORAN
B. SEMESTER I DAN PROGNOSIS
SEMESTER II

Usulan Laporan Semester I dan
' Prognosis Semester II

Penyiapan laporan semester |
dan prognosis semester ||

Laporan Realisasi Semester |
dan Prognosis Semester |l

Pembahasan Laporan Semester

& I dan Prognosis Semester II

Biasa

Terbatas

Biasa

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Administrator

Pimpinan
Tinggi Pratama

Administrator

Pimpinan

Tinggi Pratama |

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Tidak memiliki
dampak yang

mengganggu kinerja

DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Tidak memiliki
dampak yang

mengganggu kinerja

DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu

pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Badan Anggaran



Siklus dan Mekanisme
Pembahasan

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Set.

Badan Anggaran

Rapat Intern

Rahasia

Pimpinan
Tinggi Madya

Rapat Kerja

Rapat Panja

Biasa

Terbatas

Administrator

Menimbulkan
kerugian yang serius
terhadap privasi,
keuntungan
kompetitif, hilangnya
kepercayaan, serta
merusak kemitraan
dan reputasi

Set.

Badan Anggaran

Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPRRI

Pimpinan
Tinggi Pratama

Rekaman rapat

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu

pelaksanaan tugas

dan fungsi DPR RI

Set.

Set.

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

AG. 02.03.

Pengesahan Laporan Semester
‘|1 dan Prognosis Semester II

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Laporan Panitia Kerja

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak

Set.

Badan Anggaran

yang dapat

mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Set.

Badan Anggaran

Set.

Badan Anggaran
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Memiliki dampak

Pimpinan yang dapat
b. |Kesimpulan Rapat Kerja Terbatas . . e mengganggu Set. Badan Anggaran
Tinggi Pratama
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
AG. 03 . |PEMBAHASAN RUU TENTANG
- ] PERUBAHAN APBN
Usulan RUU tentang
25,0800 1. |perubahan APBN
Tidak memiliki
Surat Presiden RI sebagai 3 o dampak yang
: e . t. B
a Pengantar Naskah RUU Biasa Administrator e ey s o Set. Badan Anggaran
DPR RI
Tidak memiliki
b. RN ALK SMNCL Biasa Administrator dempak’y ar.1g . Set. Badan Anggaran
Keuangan Perubahan mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
cH fatisasan embdlRasea Biasa Administrator dampgk it Set. Badan Anggaran
kepada Badan Anggaran mengganggu kinerja
DPR RI
Pembahasan RUU tentang
T i = Perubahan APBN
Tidak memiliki
a. i i i Biasa Administrator darpals yapg . Set. Badan Anggaran
Pembahasan mengganggu kinerja
DPR RI
Menimbulkan
kerugian yang serius
Pimpinan terhadap privasi,
b. |Rapat Intern Rahasia - s keuntungan Set. Badan Anggaran
Tinggi Madya .
kompetitif, hilangnya
kepercayaan, serta
mariicols lramitraan
Tidak memiliki
c. |Rapat Kerja Biasa Administrator cupgt; yapg . Set. Badan Anggaran
mengganggu kinerja
DPR RI
Memiliki dampak
gl yang dapat
d. Rapat Panja Terbatas Figofian mengganggu Set. Badan Anggaran

Tinggi Pratama

pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
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e. |Rapat Tim Perumus

Pertimbangan DPD RI
f. |terhadap RUU tentang
Perubahan APBN

g. |Laporan Panitia Kerja

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Set

. Badan Anggaran

Terbatas

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Set.

Badan Anggaran

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu

pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Set.

Badan Anggaran

Pendapat Mini sikap akhir
Fraksi

i. |Kesimpulan Rapat Kerja

Terbatas

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Set.

Badan Anggaran

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu

pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Draft RUU Persetujuan
Fraksi

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

k. 'Rekaman rapat

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu

pelaksanaan tugas

__dan fungsi DPR RI

Set.

Badan Anggaran

Set.

Badan Anggaran

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

AG. 03.03.

3

Pengesahan RUU tentang
' Perubahan APBN

a. Laporan Badan Anggaran

Biasa

Administrator

Set.

Badan Anggaran

Tidak memiliki
dampak yang

mengganggu kinerja

NDPR RI

Set.

Badan Anggaran
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AG. 04.

AG. 04.01.

D.

b. |Pendapat Akhir Pemerintah

Surat Pengantar

B Persetujuan Ketua DPR RI
q Surat Keputusan Ketua

" DPRRI
R Draf RUU Persetujuan

Pimpinan DPR RI

PEMBAHASAN RUU TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS
PELAKSANAAN APBN (P2APBN)

1./Usulan RUU tentang P2APBN

Surat Presiden RI sebagai
Pengantar Naskah RUU

b. |Draf Awal RUU dan LKPP

c. Keterangan Pemerintah

d. Pandangan Umum Fraksi

e. Jawaban Pemerintah

Penugasan Pembahasan
kepada Badan Anggaran

Biasa

Biasa

Biasa

Biasa

Biasa

Biasa

Biasa

Biasa

Biasa

Biasa

Administrator

Administrator

Administrator

Administrator

Administrator

Administrator

Administrator

Administrator

Administrator

Administrator

Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja

DPR RL
Tidak memiliki

dampak yang
mengganggu Kinerja

NPR RI
Tidak memiliki

dampak yang
mengganggu kinerja

DPR RI
Tidak memiliki

dampak yang

mengganggu kinerja |

DPR RI

Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampakyang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI

Set.

Set.

Set.

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Set. Badan Anggaran

Set

. Badan Anggaran

Set. Badan Anggaran

Set

Set

Set

Set

. Badan Anggaran

. Badan Anggaran

. Badan Anggaran

. Badan Anggaran
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AG. 04.02. ‘ ’2.

Pembahasan RUU tentang
P2APBN

Siklus dan Mekanisme
Pembahasan

Biasa

Administrator

Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI

Set

. Badan Anggaran

b. Rapat Intern

c. |Rapat Kerja

d. Rapat Panja

e. |Rapat Tim Perumus

Pertimbangan DPD RI

f. |terhadap RUU tentang

P2APBN

g. |Laporan Panitia Kerja

h. |Kesimpulan Rapat Kerja

Rahasia

Biasa

Pimpinan
Tinggi Madya

Administrator

Menimbulkan
kerugian yang serius
terhadap privasi,
keuntungan
kompetitif, hilangnya
kepercayaan, serta
merusak kemitraan
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI

Set.

Set.

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Badan Anggaran
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Memiliki dampak

. . yang dapat
. Draf RUU P t
1. '3 . R Terbatas : Plrr.xpman mengganggu Set. Badan Anggaran
Fraksi Tinggi Pratama
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
p— yang dapat
. P
j. |Rekaman rapat Terbatas . 1rT1pman mengganggu Set. Badan Anggaran
Tinggi Pratama
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Pengesahan RUU tentang
AG. 04.03. -|P2APBN
Tidak memiliki
a. |Laporan Badan Anggaran Biasa Administrator daanpale yapg . Set. Badan Anggaran
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
b. [Pendapat akhir Pemerintah Biasa Administrator dampatk yafxg . Set. Badan Anggaran
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
C: SugatifetuasDRR Rl tentang Biasa Administrator dargpale y a{qg . Set. Badan Anggaran
Pengantar Persetujuan mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
t Keput K
d. Sepatifepuiusamyitetua Biasa Administrator deppak yapg . Set. Badan Anggaran
DPR RI mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
Draf RUU Persetujuan : - dampak yang
i B Ad trat . . 7
Pimpinan DPR RI iasa ministrator e g e Set. Badan Anggaran
DPRRI
PEMBAHASAN RUU TENTANG
AG. 05. E. APBN BESERTA NOTA
KEUANGAN
AG. 05.01. ) Usulan RUU tentang APBN dan
Nota Keuangan
Tidak memiliki
Surat Presiden RI sebagai . A dampak yang
Pengantar Nasksh RUU Biasa Administrator T T Set. Badan Anggaran
DPRRI
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AG. 05.02.

Draf Awal RUU dan Nota
Keuangan

c. |Pidato Presiden

d. |Keterangan Pemerintah

e. Pandangan Umum Fraksi

f. Jawaban Pemerintah

Penugasan Pembahasan
kepada Badan Anggaran

Pembahasan RUU tentang

* APBN

Siklus dan Mekanisme
Pembahasan

b. |Rapat Intern

Biasa

Biasa

Biasa

Biasa

Biasa

Biasa

Biasa

Rahasia

Administrator

Administrator

Administrator

Administrator

Administrator

Administrator

Administrator

Pimpinan
Tinggi Madya

Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu Kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampakyang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPRRI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI

Tidak memiliki
dampakyang
mengganggu kinerja
DPR RI

Menimbulkan
kerugian yang serius
terhadap privasi,
keuntungan
kompetitif, hilangnya
kepercayaan, serta
merusak kemitraan
dan reputasi

Set. Badan Anggaran

Set. Badan Anggaran

Set. Badan Anggaran

Set. Badan Anggaran

Set. Badan Anggaran

Set. Badan Anggaran

Set. Badan Anggaran

Set. Badan Anggaran
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c. |Rapat Kerja

d. [RapatPanja

Biasa

Terbatas

Administrator

Pimpinan
Tinggi Pratama

Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Set.

Set.

Badan Anggaran

Badan Anggaran

e. |Rapat Tim Perumus

Pertimbangan DPD RI
f. |terhadap RUU tentang
P2APBN

g. |Laporan Panitia Kerja

h. Kesimpulan Rapat Kerja

Draf RUU yang
ditandatangani Fraksi

j. Rekaman rapat

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Badan Anggaran

AG. 05.03.

Pengesahan RUU tentang

‘|APBN
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AG. 06.

AG. 06.01.

AG. 06.02.

AG. 06.03.

AG. 06.04.

|C.

Laporan Badan Anggaran

Pendapat Akhir Pemerintah

Surat Ketua DPR RI tentang
Pengantar Persetujuan

Surat Keputusan Ketua
DPRRI

Draf RUU Persetujuan
Pimpinan DPR RI

PELAKSANAAN KEGIATAN

F.

‘ BADAN ANGGARAN

Rapat
" |Intern/Koordinasi/Konsultasi

2. |Penerimaan Tamu/Audiensi

3. |RDP/RDPU/Pandangan Pakar

4. |[Kompilasi Pembahasan APBN

Biasa

Biasa

Biasa

Biasa

Biasa

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Administrator

Administrator

Administrator

Administrator

Administrator

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas

_dan fungsi DPRRI

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Badan Anggaran

Badan Anggaran
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III

AG. 06.05.

AG. 06.06.

PW.

PW. 01.

5. |Rapat KerjaDalam Negeri

Terbatas

Memiliki dampak |
yang dapat
mengganggu

pelaksanaan tugas

dan fungsi DPR RI

Pimpinan
Tinggi Pratama

Set. Badan Anggaran

6. |Kunjungan Kerja Luar Negeri

PENGAWASAN

A

Pengawasan terhadap
Pelaksanaan Undang-Undang

Terbatas

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Pimpinan
Tinggi Pratama

Set. Badan Anggaran

1. |Berkas Rapat Internal

Rahasia

~ Menimbulkan
kerugian yang serius
terhadap privasi,
keuntungan
kompetitif, hilangnya
kepercayaan, serta

merisals bemitraan

Pimpinan
Tinggi Madya

AKD

2. |Berkas Rapat Kerja

3. Berkas Rapat Dengar Pendapat

Berkas Rapat Dengar Pendapat
* Umum

5. Berkas Audiensi

6. Berkas Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Dalam
Negeri

Biasa

Terbatas

Tidak memiliki
dampakyang
mengganggu kinerja
DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Administrator

Pimpinan
Tinggi Pratama

AKD

AKD

Biasa

Biasa

Biasa

Tidak memiliki
dampakyang
mengganggu kinerja
DPR RI

Administrator

AKD

Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI

Administrator

Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI

| Administrator

AKD

AKD

27



Kunjungan Kerja Luar
Negeri

Biasa

Administrator

Tidak memiliki
dampak yang

mengganggu kinerja

DPR RI

AKD

- |Kunjungan Spesifik

B. Fit and Propertest

1. |Berkas Fit and Propertest

2. |Proses Penguyian/seleksi

Hasil /Rekomendasi Fit and
" |Propertest

4. Penyampaian hasil/rekomendasi

S. Rekaman Rapat

C. Panitia Khusus (Non RUU)

1. Berkas Rapat Intern/Pansus

Biasa

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Administrator

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Tidak memiliki
dampak yang

mengganggu kinerja

DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

AKD

AKD

AKD

AKD

AKD

AKD

AKD



2. |Berkas Rapat Kerja

 Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI

Biasa Administrator

AKD

3. |Berkas Rapat Dengar Pendapat

Berkas Rapat Dengar Pendapat
"lUmum

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI

Pimpinan

T . .
erbatas Tinggi Pratama

Biasa Administrator

AKD

PW. 04.

PW. 05.
PW. 05.01.

5. |Berkas Kunjungan Kerja

Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR R

Biasa Administrator

AKD

6. |Rekaman Rapat

. |Pengawasan Oleh Panitia Kerja

1. |Berkas Rapat Kerja

2. Berkas Rapat Dengar Pendapat

Berkas Rapat Dengar Pendapat
" Umum

4. Rekaman Rapat

. |Hak Angket

1. Bagian Kesatu

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Pimpinan

Terbat
e i Tinggi Pratama

AKD

Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR.RI]
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu Kinerja

. DPRRI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Biasa Administrator

Pimpinan

Terbat ! i
B Tinggi Pratama

Biasa Administrator

Pimpinan

Terbat . .
s Tinggi Pratama

AKD

AKD

AKD

AKD
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3 P

!

\

Surat Pengusul dan Tanda

Tidak memiliki
dampak yang

Biasa Administrator . . AKD
tangan Pengusul mengganggu kinerja
e DPR RI
Tidak memiliki
Keterangan Pengusul Biasa Administrator Sampdiil ar.1g . AKD
mengganggu kinerja
DPRRI
Tidak memiliki
Pand.angan Sl el Biasa Administrator dampakyaflg . AKD
fraksi mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
Risalah Rapat Paripurma Biasa Administrator dampaley ar'lg . AKD
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
Keputu§an DPR-RI tentang Biasa Administrator dampak yapg ‘ AKD
Persetujuan Hak Angket mengganggu kinerja
DPR RF
Surat Pimpinan DPR-RI Tidak memiliki
k'epada bt . Biasa Administrator dampak’y a1'1g . AKD
diumumkan dalam Berita mengganggu kinerja
Negara . DPRRI
Keputusan DPR RI tentang T(;dak mkemxhkl
Pembentukan Panitia Biasa Administrator ampak yang AKD
langleet mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
Pengumun?an HeTls ATy Biasa Administrator dampak yase | AKD
dalam Berita Negara mengganggu kinerja
DPRRI
PW. 05.02. 2. Bagian Kedua
Menimbulkan
kerugian yang serius
terhadap privasi,
Rapat Panitia Kerja (Intern) Rahasia Pimipinan keunfunigan AKD

Tinggi Madya

kompetitif, hilangnya
kepercayaan, serta
merusak kemitraan
dan reputasi
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Rapat Kerja

Biasa

Administrator

Tidak memiliki
dampakyang
mengganggu kinerja
DPR RI

AKD

Rapat Dengar Pendapat

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memilikd dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

AKD

Rapat Dengar Pendapat
Umum

Biasa

Administrator

Tidak memiliki
dampakyang
mengganggu kinerja
DPE RI

AKD

Rekaman rapat

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

PW. 05.03.

Bagian Ketiga

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

AKD

Laporan Panitia Angket

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

AKD

Pendapat Akhir Fraksi-

fraksi

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

9

Rekomendasi

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Keputusan DPR-RI
mengenai Hak Angket

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

AKD

AKD

31



PW. 06.

PW. 07.

PW. 07.01.

Memiliki dampak |

Pimpinan Yane depal
e. |Surat Pengantar ke Presiden Terbatas . . P mengganggu AKD
Tinggi Pratama
pelaksanaan tugas
Il [ ~_dan fungsi DPR RI
F. |Hak Interpelasi
Tidak memiliki
P 1 dan Tand
1. puset Pengusul dan Tapda Biasa Administrator dam p/el: ya.ng . AKD
tangan Pengusul mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
2. |[Keterangan Pengusul Biasa Administrator dantpaidy axlug , AKD
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
K t DPR-RI tenta
3. epu u§an . Biasa Administrator dampat yar‘lg . AKD
Persetujuan Hak Interpelasi mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
4. |Risalah Rapat Paripurna Biasa Administrator dampak y ar.lg ! AKD
mengganggu kinerja
- DPR RI
Surat Pimpinan DPR-RI kepada Tidak memiliki
Presid i Und
S. Fesies me.ngenal eansan Biasa Administrator LRI a'ng . AKD
kepada Presiden untuk mengganggu kinerja
memberikan Keterangan DPR RI
Tidak memiliki
Ket Presiden atas materi
6. y eranga.n Biasa Administrator P al.'lg ] AKD
Interpelasi mengganggu kinerja
= DPRRI
Tidak memiliki |
Tanggapan Pengusul/Anggota |
7. | EERDAREEAHE / ek Biasa Administrator dampakyar.lg ] AKD
atas Keterangan Presiden mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
J ban Presiden atas
8. ToveTaN - Biasa Administrator dikaprak yafxg : AKD
Tanggapan Pengusul/Anggota mengganggu kinerja
DPR RI

G. Hak Menyatakan Pendapat

1. Bagian Kesatu
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Tidak memiliki

Surat Pengusuldan Tanda ) . dampakyang
{4 can)Peg resul Biasa Administrator B v o corslicents AKD
| DPR RI
Tidak memiliki
Keterangan Pengusul Biasa Administrator dampak y apg . AKD
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
Pandangan Umum Fraksi-
-andang Biasa Administrator Gnpekyang AKD
fraksi mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
Risalah Rapat Paripurna Biasa Administrator Rempaky; ax.1g . AKD
mengganggu kinerja
= DPR RI
Keputusan DPR RI tentang Tidak memiliki
Pembentukan Panitia . - dampak yang
Kisa s, Halk Mengatakan Biasa Administrator e wicinelin ! AKD
Pendapat DPR RI
Pembentukan Panitia Sdalfmemilily
Khusus Hak Menyatakan Biasa Administrator qamy A AKD
Pendapat mengganggu kinerja
l DPR RI
PW. 07.02. 2. |Bagian Kedua
Menimbulkan
kerugian yang serius
terhadap privasi,
. . ] Pimpinan keuntungan
Rapat Panitia Kerja (Intern Rahasia . ;
P ( ) Tinggi Madya |kompetitif, hilangnya A%D
kepercayaan, serta
merusak kemitraan
dan reputasi
Tidak memiliki
Rapat Kerja Biasa Administrator dampakya{lg | AKD
mengganggu kinerja
DPR RI
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PW. 07.03.

€.

Rapat Dengar Pendapat

Rapat Dengar Pendapat
Umum

Rekaman rapat

3. Bagian Ketiga

Laporan Panitia Hak

PW. 08.

a. Menyatakan Pendapat pada
Rapat Paripurna
b Pendapat Akhir Farksi-f
" aksi
c. Rekomendasi Pansus
Keputusan DPR-RI
d. mengenai Hak Menyatakan
Pendapat
A Surat Pengantar DPR RI ke
" Mahkamah Konstitusi
p Surat Pengantar DPR RI ke

Presiden

H. Telaah Hasil Pemeriksaan BPK

Terbatas

Biasa

Terbatas

Biasa

Biasa

Biasa

Biasa

Biasa

Biasa

Pimpinan
Tinggi Pratama

Administrator

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Tidak memiliki
dampakyang
mengganggu kinerja
DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

AKD

AKD

Administrator

Administrator

Administrator

Administrator

Administrator

Administrator

Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI

AKD

AKD

AKD

AKD

AKD




Tidak memiliki
1. |Telaahan hasil pemeriksaan BPK Biasa Administrator i . Selpetraigt BANER, Inspeltorat
mengganggu kinerja Utama
DPR RI
. . Tidak memiliki
Penyampaian hasil telaahan .
2. \terhadap temuan hasil Biasa Administrator Qe yapg . Selogtraigt BAKN, Inspelgtorat
emeriksaan BPK ke Komisi RICREEENEEI IGnarTa Stame
|_IP DPR RI
Memiliki dampak
Tindak lanjut hasil pemeriksaan Pimpinan yang dapat Sekretraiat BAKN, Inspektorat
3, Terbatas . . mengganggu
BPK Tinggi Pratama Utama
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Tidak memiliki
4. Masukan kepada BPK RI Biasa Administrator CeApalc yaflg . Seifggine SAKR, Inspelstorat
mengganggu kinerja Utama
DPR RI =
: Tidak memiliki
Laporan Kegiatan BAKN kepada .
- P o) k: , 1 k
5. Pimpinan DPR RI pada Rapat Biasa Administrator dempik yal:lg - SERIRER R RGN, ImSpektasat
. mengganggu kinerja Utama
Paripurna
m DPR RI i _ _
Tl |
Pengaduan Masyarakat Kepada . Pimpinan
o AL - Mahkamah Kehormatan Dewan R o Tinggi Madya SE LR
1. |Berkas pengaduan masyarakat Mt_:mmbulkan .
- kerugian yang serius
2 Analisa t;(erkas pengaduan terhadap privasi,
i ara. at - . keuntungan
3. Proses Tindak Lanjut hasil kompetitif, hilangnya
analisa kasus pengaduan kepercayaan, serta |
merusak kemitraan
4 Penanganan kasus/perkara oleh dan reputasi

Mahkamah Kehormatan Dewan

Korespondensi/Administras
a. |i Penanganan Perkara
Mahltamah Kehormatan

b. |Rapat Internal MKD

Rekomendasi/Putusan
penyelesaian kasus




PW. 10

PWw. 11.

Pemberian Bantuan Hukum dan
pemantauan, Analisis dan

‘ |[Evaluasi Terhadap pelaksanaan
Undang-Undang

Terbatas

1. |Rapat Koordinasi

Penyusunan Analisis/Kajian
2. |Terhadap Perkara/Kasus
Hukum

Terbatas

Terbatas

| |Penyusunan keterangan tertulis
3. |DPR RI dalam rangka uji materi
Undang-undang di MK

Penyusunan Inventarisasi
" |Peraturan Perundang-Undangan

Pemantauan Pelaksanaan
'Undang-Undang

|
Persidangan dan Kerjasama Antar
Parlemen

5.

PW. 11.01.

1. Berkas Persidangan

a. Rapat Paripurna

b. Rapat Pimpinan

Terbatas

Biasa

Biasa

Biasa

Terbatas

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Pimpinan
Tinggi Pratama

Administrator

Administrator

Administrator

Pimpinan
Tinggi Pratama

Memiliki dampak
yang dapat
mengga nggu
pelaksanaan tugas

dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPRRI
Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI

Tidak memiliki
dampak yang
mengganggu kinerja
DPR RI
Memiliki dampak
yang dapat
mengganggu
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

PUU

PUU

PUU

PUU

PUU

PUU

SET. BKSAP

SET. BKSAP
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Memiliki dampak

Pimpinan ey
¢. |Rapat Konsultasi Terbatas 2 : “ mengganggu SET. BKSAP
Tinggi Pratama
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
Pimpinan e 1
d. 'Rapat Koordinasi Bidang Terbatas X .p mengganggu SET. BKSAP
Tinggi Pratama
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
Memiliki dampak
L= yang dapat
e. Rekaman rapat Terbatas . Plrx.lpman mengganggu SET. BKSAP
Tinggi Pratama
| pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI -
PW. 11.02. 2. Kerjasama Antar Parlemen
Berkas Kerjasama
Organisasi International Pimpinan
a. (KSI), Kerjasama Regional Terbatas Tin igratama SET. BKSAP
(KSR), Kerjasama Bilateral &g Memiliki dampak
{(xsm) yang dapat
- Naskah Kerjasama (MoU, mengganggu
PKS) pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI
- Berkas pelaksanaan
kerjasama
Memiliki dampak
Analisis terhadap Isu-Isu el . yang dapat
: ; Pimpinan
b. Internasional, Regional dan Terbatas . . mengganggu SET. BKSAP
. Tinggi Pratama
Bilateral pelaksanaan tugas
dan fungsi DPR RI

sin

-

SEKRETARIS JENDERAL,
-

IND mmu(/

NIP. 196611141997031001

¥
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LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL ‘

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO.14 TAHUN 2020
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FUNGSI FASILITATIF

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

'NO. | KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT
ARSIP KEAMANAN PENGOLAH
1 2 3 4 5 6 7
1. |PR. PERENCANAAN
|PR. 01 A. Perencanaan Strategis dan Program o i
PR. 01.01 1. |Rencanaan strategis (Renstra) Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
| mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
PR. 01.02 2 "Rencanan Pembaﬁgunan Jangka Panjang (RPJP) Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
PR.01.03 3. Rencanan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
PR. 01.04 4. Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAK Biasa Adminiswrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR Rl Perencanaan
PR. 02 B. Program Kerja Tahunan
PR. 02.01 1. Usulan perencanaan kegiatan unit kerja Biasa Administrator | Tidak memiliki dam_pak yang i Bagian
mengganggu kinerja DPR Rl Perencanaan
PR. 02.02 2. Program kerja tahunan unit kerja Biasa Administrator | Tidak memilila dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
PR. 02.03 3. Program kerja tahunan Setjen DPR Rl Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
PR. 02.04 4. Rencana kerja berdasar pagu indikatif Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang | Bagian
) 1 mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
PR. 03 C. Penyusunan RAPBN




PR. 03.01 1. |Ketetapan pagu indikatif, pagu sementara, pagu definitif Biasa Adminiswator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
PR. 03.02 2. |Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
PR. 03.03 3. |Dafitar Isian dan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
(POK) dan Revisi mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
PR. 03.04 4. [Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRA) Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
PR. 04 D. |Penetapan/Kontrak Kinerja [
PR. 04.01 1. |Ketua Lembaga/Sekjen DPR RI Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
PR. 04.02 2. |Pimpinan Unit Kerja Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
PR. 05 E. |Laporan i
PR. 05.01 1. |Laporan khusus Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Perencanaan
tugas dan fungsi DPR RI
PR. 05.02 2. |Laporan Berkala Biasa Administrator = Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
- |Laporan Bulanan Unit Kerja
- |Laporan Triwulan Unit Kerja
= | - |[Laporan Semesteran Unit Keria
- |Laporan Tahunan Unit Kerja
PR. 05.03 3. |Laporan Tahunan DPR RI (Setjen dan Dewan) Biasa Administrator = Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
PR. 05.04 4. |Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biasa Administrator  Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
| a LAKIP Unit Kerja
b. LAKIP DPR RI (Setjen dan Dewan)
PR. 06 F. |Evaluasi Program
PR. 06.01 1. |Evaluasi Program Unit Kerja Biasa Administrator  Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
PR. 06.02 2. |Evaluasi Program DPR RI Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
BN mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
PR. 07 G. Monitoring dan Evaluasi Program ~




- _|Data Pegawai hasil peneklasifikasian

PR. 07.01 1. |Anggaran Unit Kerja Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
PR. 07.02 2. |Anggaran DPR RI Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
PR. 08 H. |Kerjasama Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Perencanaan
tugas dan fungsi DPR RI
II. |KD. KEANGGOTAAN DEWAN
KD. 01 A. |Pengangkatan Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Minangwan
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
KD. 02 B. |Mutasi Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Minangwan
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
KD. 03 C. |Kesejahteraan Anggota DPR RI
KD. 03.01 - |Kesehatan Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Minangwan
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
KD. 03.02 - |Tanda Kehormatan/Penghargaan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Minangwan
mengganggu kinerja DPR RI
KD. 03.03 - |Kebutuhan Pokok Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Minangwan
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
KD. 04 D. |Pemberhentian Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Minangwan
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
KD. 05 E. |Perizinan/Dispensasi Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Minangwan
Pratama mengganggu pelaksanaan
~ tugas dan fungsi DPR RI
KD. 06 F. [Berkas Perseorangan Pimpinan/Anggota Dewan Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Minangwan
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI |
I [KP. KEPEGAWAIAN '
KP. 01 A. Perencanaan Pegawali Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
,~~ |KP.01.01 Bezzeting/Persediaan Pegawai

|

- _|Kaiian data negawai

]

- l¥onsen data ting




Evablasi proses npenviisuinan data hezzeting

Hasil d2n lanoran data hezzeting

KP. 02 B. [Formasi Pegawali
KP. 02.01 1. [Usulan kebutuhan pegawai dari Unit Kelj?
- |Analisis Jabatan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Kepegawaian
- |Beban Kerja Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Kepegawaian
KP. 02.02 2. |Usulan Permintaan Formasi kepada MenPAN dan RB dan KepalaB  Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
KP. 02.03 3. Pérsetujuan Formasi dari Menpan RB dan Kepala BKN Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
T 4. |Penetapan Formasi PNS Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
KP. 02.04 5. Penetapzm Formasi Khusus Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
KP. 03 C. 'Pehgadaan Pegawali
KP. 03.01 1. [Proses Penerimaan Pegawai meliputi : Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
I'- Pengumuman | i 1
- Selelzsi administirasi e W
-_[Pemangwilan neserta tes -
- ]Drlakqanaan 1iian tertylis .
- .___-{K_P,mlms_a_n_bas.il_uiian tertulis
i | _ Dy 231 1
-_Pelaksanaan tes lcemamnuan bidang
~ |Wawancara
- Kenutusgn kelilugan =
- Pengumuman kelulusan
KP. 03.01 2. |Penetapan Pengumuman Kelulusan Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
KP. 03.01 3. |Berkas Lamaran yang Tidak Diterima Terbatas m Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian

‘\

tugas dan fungsi DPR RI




KP. 03.01 4. [Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugias dan fungsi DPR RI
- |Surat lamaran
- |liazah
- ISKCK i
- |Kartu Kuning =
- |Surat keterangan kesehatan
KP. 03.02 ' 5. |Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS Lebih 2 Tahun Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Kepegawaian
KP. 03.02 6. [Surat Keputusan CPNS/ PNS Kolektif Biasa Administrator  Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Kepegawaian
KP. 04 . |Pembinaan Karir Pegawai
KP. 04.01 1. |Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai/Ujian Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
Penyesuaian Ijazah mengganggu kinerja DPR RI Kepegawaian
| - |Surat Perintah/ Surat Tugas/SK/Surat lzin
- |Laporan Kegiatan Pengembangan Diri
KP. 04.01 2. |Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)/ Sertifikat Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang | Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Kepegawaian
KP. 04.02 ' 3. |Ujian Kompetensi Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Kepegawaian
- |Assesment Test Pegawai
- |Pemetaan/Mapping talent pegawai
KP. 04.04 4. |Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi PNS Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Kepegawaian
KP. 04.05 5. 'Fakta Integritas Pegawai Biasa Administrator  Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Kepegawaian
KP. 04.06 6. |Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
KP. 04.07 7. |Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Biasa | Administrator  Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Kepegawaian
KP. 04.08 8. Disiplin Pegawai Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI r
| - Daftar Hadir = |
"\ - Rekapitulasi Daftar Hadir




9. |Berkas Hukuman Disiplin Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan - Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
KP. 04.09 10. |Penghargaan dan Tanda Jasa Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Kepegawaian
KP. 04.10 11. |Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
KP. 05 . |Mutasi Pegawai
KP. 05.01 1. |Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Diperbantukan, Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
Dipeker jakan, Mutasi Antar Unit Kerja tugas dan fungsi DPR RI
2. |Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN dan Setjen DPR RI Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
3. |Berita Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
4. |Mutasi Keluarga Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
| tugas dan fungsi DPR RI
| . |Surat Izin Perpikzahan /Perceraian
|_- |Surat Penolakan Izin Pernikahan /Perceraian
- |Akta Nikph /Cerai
—=lAkta Kelahiran Anak
- Surat Keterangan Meninggal Dunia
S. Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan Struktural dan Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Fungsional Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
I __tugas dan fungsi DPRRI |
KP. 05.02 6. Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Bagian
Struktural/Fungsional Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
KP. 05.03 7. Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Bagian
Hukum Pegawai Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
) tugas dan fungsiDPRRI
8. Peninjauan Masa Kerja Terbatas Pimpinan Tinggi; Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
KP. 05.04 9. |Berkas Baperjakat Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian

tugas dan fungsi DPR RI




KP. 06 F. |Administrasi Pegawai
1. |Surat Perintah Dinas/Surat Tugas Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Kepegawaian
2. |Cuti Besar Biasa Adminiswator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Kepegawaian
3. |Cuti Sakit, Cuti Tahunan, Cuti Bersalin Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Kepegawaian
4. |Cuti Alasan Penting Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Kepegawaian
S. |Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN) Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Kepegawaian
KP. 06.01 6. |Dokumentasi Identitas Pegawai Terbatas i’impinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
KP. 06.02 - Usul Penetapan Kartu Pegawai/KPE /Karis/Karsu
KP. 06.03 - Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan
KP. 06.04 - Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)/ SPT Tahunan/
KP. 06.05 - Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai
(KP4)
KP. 06.06 7. |Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
KP. 06.07 8. |Berkas Pengurusan Gaji Berkala Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat ' Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
KP. 06.08 9. |Berkas Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
KP. 08 G. Kesejahteraan
KP. 08.01 1. |Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI




€. Hasil Penguiian Kesehatan
12 SK Pengangkatan PNS

KP. 08.02 2. |Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
KP. 08.03 3. |Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
KP. 08.04 4. |Berkas tentang Layanan Tatimgan Pensiun Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
KP. 08.05 ' 5. |Pemberian extra fooding Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
KP. 09 H. |Pemberhentian I o
1. |Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
KP. 09.03 2. |Perselisihan /Sengl:eta Ke_pegawaian Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
KP. 09.04 3. Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pegawai/Janda/Duda dan PNS yang Tewas Pratama mengganggu pelaksanaan Kepegawaian
tugas dan fungsi DPR RI
KP. 10 I. |Organisasi Non Kedinasan, meliputi: Korpri, Dharma Wanita, Koperasi Biasa Administrator = Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Kepegawaian
KP. 11 J. |Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil : Rahasia Pimpinan Tinggi Menimbulkan kerugian yang Bagian
| Madya serius terhadap privasi, Kepegawaian
keuntungan kompetitif,
hilangnya kepercayaan, serta
merusak kemitraan dan
reputasi
a. Lamaran Yang Diterima
b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya
N ¢ Nota Persetninan/Pertimbangan Kenala BKN )
d.  SKPengangkatan CPNS




g. |SK Peninianan Masa Kerja
h. [SK Kenaikkan Pangkat
i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan

Surat Pernvataan Pelantikan
J. SK Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan

Struktural /Fungsignal
k. |[Berita Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan
I |SK Perpindahan Wilavah Keria
m. |SK Pervindahan Antar Instansi
n. |SK Cutidi Luar Tanggungan Negara (CLTN})
o. |Berita Acara Pemeriksaan
P._ |SK Hukuman Jabatan /Hukuman Disiplin PNS
Q. ISK Perbantuan/Digekerjakan/ Penusagan di luar Instansi Induk
1. |SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekeriakan/
s. [SK Pemberian Uang Tunggu
t. |SK Pemberhentian sebagai PNS
u. |[SK Pemberhentian/ Pembebasan Sementara
V. |SK Pengangkatan/ Pemberhentian sebagai Peiabat Negara
Ww. |SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena Diangkat Sebagai

Pejabat Negara
¥. |SK Pengalihan PNS
y. |Surat Keterangan Pernvataan Hilang
2. |Surat Keterangan Kembalinva PNS vaneg dinvatakan hilang aa.
aa. |SK Penggantian Nama
ab. |Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran ac. Akta Nikah/Cerai
ac. |Akta Kelahiran

| lad. |Isian Formulir PUPNS
ae. |Berita Acara Pengambilan Sumpah /Janji PNS dan Jabatan
af. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol
ag. Surat Keterangan Meninggal Dunia/ Hilang
= ah. Surat Keterangan Mutasi Keluarga
ai. _ Surat Keterangan Peninekatan Pendidikan
aj. Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Funesional
‘ak. |Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus
al. |Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala an. Surat Tugas/
|Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri

am. |Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri
an. |Surat Persetujuan dan SK perubahan data dasar/ status/

kedudukan hukum kepegawaian |
ao. |Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS |
ap. |liazah/Sertifikat |
ag. |SK Penem patan/Penarikan Pegawai [

| ar. |SK Pengangkatan pada Jabatan Kedinasan di Iuar Instansi Induk

as. |Swurat Pertimbangan Status PNS |
at. |SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS |




KP. 11.01 K. |Berkas Perseorangan Sekjen DPR RI Rahasia Pimpinan Tinggi| Menimbulkan kerugian yang Bagian
Madya serius terhadap privasi, Kepegawaian
keuntungan kompetiif,
hilangnya kepercayaan, serta
merusak kemiwaan dan
reputasi
KP. 12 L. [Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (NON ASN) Rahasia Pimpinan Tinggi| Menimbulkan kerugian yang Bagian
Madya serius terhadap privasi, Kepegawaian
keuntungan kompetitif,
hilangnya kepercayaan, serta
merusak kemitraan dan
renutasi
KP. 12.01 Berkas Tenaga Ahli
KP. 12.02 2. [Berkas Asisten Anggota
KP. 12.03 3. |Berkas Pegawai Tidak Tetap
DL. PENDIDIKAN DAN LATIHAN
DL. 01 A. |Perencanaan Diklat ]
DL.01.01 1. |Perencanaan Diklat Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang PUSDIKLAT
mengganggu kinerja DPR RI
DL. 01.02 2. |Kurikulum /Silabus Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang PUSDIKLAT
mengganggu kinerja DPR RI
DL.01.03 3. |[Modul Bahan Ajar Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang ~ PUSDIKLAT
mengganggu kinerja DPR RI
DL.01.04 4. |Magang (PKL, Penelitian) Biasa Administrator  Tidak memiliki dampak yang PUSDIKLAT
mengganggu kinerja DPR RI
DL. 02 | B. Pelaksanaan Diklat
DL.02.01 1. |Penyelenggaraan Diklat Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang PUSDIKLAT
mengganggu kinerja DPR RI
B - Surat Pemanggilan
= K_e_numsan Eﬁguplonanaraan diklat
- |surat Keputusan Tim Peneaiar
- |Langran Penvelenzgargan Diklat
- [Sambntagn Pembukaan .
- _|Daftar Peserta Diklat —
- |Materi Diklat
— || - IDaftar Hadir Peserta
- Daftar Hadir Widvaiswara
- 1Formulir Evalnasi Diklat ||

- |Farmulir Evalnasi Widvaiswara




- ILannran Prakiek Keria_Lananegan Peserta |
- |Qamhutan Pepniiinan
- |Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Diklat
DL. 02.02 2. |Pelaksanaan Pendidikan Formal Biasa Administrator = Tidak memiliki dampak yang PUSDIKLAT
mengganggu kinerja DPR RI
-_ISK Penuniukan /liin Atasan_Unit keria e
- {Hasil Teg -
- Ijazah Kelulusan
DL. 03 C. |Evaluasi Penyelenggaraan Diklat dan Pendidikan Formal Biasa ~ Administrator  Tidak memiliki dampak yang PUSDIKLAT
mengganggu kinerja DPR RI
DL. 04 D. |Registrasi Sertifikat/STTPL/Buku Induk Biasa Administrator ~ Tidak memiliki dampak yang ~ PUSDIKLAT
mengganggu kinerja DPR RI
HK. HUKUM
HK. 01 A, Ranc;ngan Peraturan Perundangan tentang DPR RI
HK. 01.01 1. |[Rancangan UU dan/ Perppu dari rancangan awal sampai akhir, | Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian Hukum
telaah hukum sampai diundangkan. Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
HK. 01.02 2. |Rancangan Peraturan Pemerintah dari rancangan awal sampai Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian Hukum
akhir, telaah hukum sampai diundangkan. Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
HK. 01.03 3. Eancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden dari Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian Hukum
rancangan awal sampai akhir, telaah hukum sampai Pratama mengganggu pelaksanaan
diundangkan. tugas dan fungsi DPR RI
HK. 02 B. |Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran mulai dari Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat - Bagian Hukum
Rancangan awal, telaah hukum, rancangan akhir hingga Pratama mengganggu pelaksanaan
pengesahannya tugas dan fungsi DPR RI
HK. 02.01 1. |Peraturan DPR RI / Sekjen DPR RI
HK. 02.02 2. IKeputusan DPRRI / Pimpinan DPRRI / Sekjen DPR RI
HK. 02.03 3. Instruksi Pimpinan DPR RI / Sekjen DPRRI ' - - - o
HK. 02.04 4. Surat Edaran Sekjen DPR RI - i -
HK. 03 C. [Nota Kesepahamén/Memorandum of Understandi (MoU)/Perjanjian Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Bagian Hukum
Kerjasama/Perjanjian Pemanfaatan BMN Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI



HK. 04 D. |Bantuan Hukum
HK. 04.01 1. |Perdata Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat | Bagian Hukum
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
HK. 04.02 2. |Tata Usaha Negara Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat | Bagian Hukum
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
HK. 04.03 3. |Jenis Perkara lainnya Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat | Bagian Hukum
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
HK. 04.04. 4. |Non Litigasi Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Bagian Hukum
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
HK. 05. Pertimbangan Hukum (Telaah /opini/kajian/analisis/pendapat hukum) Terbatas Pimpinan Tinggi Memilild dampak yang dapat Bagian Hukum
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
HK. 06 E. |Kekayaan Intelektual
HK. 06.01 1. |Hak Cipta Terbatas Pimpinan Tinggi' Memiliki dampak yang dapat Bagian Hukum
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
HK. 06.02 2. |Hak Paten Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat | Bagian Hukum
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
HK. 07 F. |Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang | Bagian Hukum
mengganggu kinerja DPR RI
HK. 07.01 1 Undang-undang/Perpu
HK. 07.02 2 |Peraturan Pemerintah —
HK. 07.03 3 |Peraturan Presiden
HK. 07.04 4  |Keputusan Presiden
HK. 07.05 S |Instruksi Presiden
HK. 08. Analisa Pengaduan Masyarakat Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat | Bagian Hukum .
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
VI |KS. KERJASAMA
Y
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mengganggu kinerja DPR RI

KS.01 Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU)/ Kontrak/ Terbatas Pimpinan Tinggi| Memilika dampak yang dapat BKSAP
Perjanjian Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
KS.01.01 A._Kg:imn.._amnlsﬂ_g‘gmﬁmal
Oreznisasi Profesi
- 2 Qreenisasi Pemerintah
— 3. |Organisasi Swasta !
KS. 01.02 B, K::iaﬁa Organisasi Dalam Neseri
1= an;sasi Profesi
2. !Oreanisasi Pemerintah
3 ”Ta"i sasi Swasta
Ks 0103 C. K ma2a Oreanisasi Antar Inctansi/Lembaga _
1. |Qroanisasi Profesi
2. 10roanisasi Pemerintah
3 Ornllm"isagj. Swasta
VIIL |OT. ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
OT. 01 A. |[Penataan Organisasi Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang | Bagian Ortala
) mengganggu kinerja DPR RI
OT. 02 'B. |Evaluasi Kelembagaan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang  Bagian Ortala
mengganggu kinerja DPR RI
OT. 03 C. |[Ketatalaksanaan
OT. 03.01 1. Peta Proses Bisnis Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian Ortala
mengganggu kinerja DPR RI
OT. 03.02 2. Standar Pelayanan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang ' Bagian Ortala '
mengganggu kinerja DPR RI
OT. 03.03 3. SOP/ Prosedur Tetap Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang  Bagian Ortala
mengganggu kinerja DPR RI
OT. 03.04 4. Mekanisme Kerja/ Tata Hubungan Kerja Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang = Bagian Ortala
mengganggu kinerja DPR RI
OT. 04 D. |Penataan Jabatan
OT. 04.01 1. Analisa jabatan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang  Bagian Ortala
mengganggu kinerja DPRRI
—
OT. 04.02 2. Standar kompetensi jabatan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang  Bagian Ortala




OT. 04.03 3. Analisa Beban Kerja Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang | Bagian Ortala
mengganggu kinerja DPR RI
OT. 04.04 4. Evaluasi Jabatan Biasa Adminiswator | Tidak memiliki dampak yang | Bagian Ortala
mengganggu kinerja DPR RI
OT. 04.05 5. Pembentukan Jabatan Fungsional Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang ! Bagian Ortala
mengganggu kinerja DPR RI
OT. 05 D. |Implementasi Reformasi Birokrasi
OT. 05.01 1. formasi Birokrasi Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang | Bagian Ortala
mengganggu kinerja DPR RI
OT. 05.02 2. [asi reformasi birokrasi Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang | Bagian Ortala
mengganggu kinerja DPR RI
VIII. [HM. HUBUNGAN MASYARAKAT
HM. 01 A. [Media Massa Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
- menggangon ineria _NDPR RI Pemheritasn
HM. 01.01 1. |Liputan [
2. |Wawancara
HM. 01.02 3. |Penvajian konten media sosial
HM. 01.03 4. |Pertemuan media massa
HM. 01.04 5. |Dokumentasi (foto, gambar, video dan buku)
HM. 01.05 6. |Forum kehumasan
HM. 02 B. |Produksi Komunikasi Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang |Bagian Metaksos
- mengganggu kinerja DPR RI
1. |Pembuatan film atau video
2. |Advertorial cetak dan online - =1
___| 3. |Publikasi (bulettin, maialah, buku) -
| 4. |Penyajian berita
HM. 03 C. |Penerangan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang ' Bagian Humas
mengganggu kinerja DPR RI
HM. 03.01 1. |Tamu Edukasi
HM. 03.02 _2. |Parlemen Kampus _
HM. 03.03 3. |Parlemen Remaia
HM. 03.04 4. |Pameran —
HM. 03.05 S. |Seminar Bakohumas =i
HM. 04 D. |Pelayanan Informasi Publik Biasa Administrator =~ Tidak memiliki dampak yang Bagian Humas
mengganggu kinerja DPR RI
1. |Permohonan Data/Informasi ] e
N 2. |Pengajuan Keberatan dan Sengketa |
3. |Survey Kepuasan Masvarakat (Periodik)
4. |Laporan tahunan layanan informasi publik




PT. KEPROTOKOLAN
PT. 01 A. |Pidato | o
PT. 01.01 1. |Pidato Kenegaraan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian Protokol
mengganggu kinerja DPR RI
PT. 01.02 2. |Pidato Pembukaan/Penutupan Masa Sidang Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian Protokol
| mengganggu kinerja DPR RI
PT. 02 B. |Pelantikan/Pengukuhan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian Protokol
mengganggu kinerja DPR RI
PT. 02.01 1. |Pimpinan/Anggota Dewan
- Undangan
- Daftar netugas
- Daftar hadix
- Nagkah nidato
- Dokumentasi
PT. 02.02 2. |Pegawai
- Undanoan
|- Daffar neteas
{=Daftar hadir
- Naskah nidato/Sambutan
|- Dokumentasi
PT. 03 C. |Peresmian Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian Protokol
mengganggu kinerja DPR RI
- Undangan
! - Daftar netuogas
___ |- Daftar hadir
- Naskah midato /Sambntan
- Dokumentasi
PT. 04 | D. [Upacara
PT. 04.01 a. |Upacara Bendera ( Undangan, Daftar petugas, Daftar hadir, Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian Protokol
Naskah pidato/sambutan) mengganggu kinerja DPR RI
PT. 04.02 b. |Upacara Persemayaman jenazah Pimpinan dan Anggota DPR RI Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian Protokol
(Pemberitahuan/pengumuman, Daftar petugas, Naskah mengganggu kinerja DPR RI
Pidato/sambutan, dokumentasi) ~
PT. 05 E. |[Penerimaan Tamu/Jamuan Pimpinan
' 1. |Agenda Kegiatan Pimpinan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang | Bagian Protokol
mengganggu kinerja DPR RI
2. |Tamu dalam dan luar negeri Biasa Administrator = Tidak memiliki dampak yang | Bagian Protokol
’ mengganggu kinerja DPR Rl
PT. 06 3. |Audiensi - Biasa Administrator = Tidak memiliki dampak yang | Bagian Protokol

mengganggu kinerja DPR RI




mengganggu kinerja DPR RI

PL. 04

D. |Perbaikan dan Pemeliharaan

Pengadaan

PT. 07 F. |Ucapan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian Protokol
menggangsy kineria DPR RI
1. |Ucapan terima kasih
2. |Ucapan selamat
I 3. |Ucapan turut belasungkawa
PL. PERLENGKAPAN
PL. 01 A. |Pengadaan
PL. 01.01 1. [Alat tulis kantor Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang | Bagian Layanan
mengganggu kinerja DPR RI Pengadaan
PL. 01.02 2. |Alat Rumah Tangga Kantor (ARTK) Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang | Bagian Layanan
mengganggu kinerja DPR RI Pengadaan
1
PL. 02 B. |Penyimpanan |
PL. 02.01 1. |Penerimaan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang |Bagian Layanan
. . mensgsanoen Lineria DPR RI Pengadaan
- Pencatatan barang masuk/inventaris
- Buku penerimaan barang inventaris
PL. 02.02 2. |Persediaan Barang Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian Layanan
mengganggu kinerja DPR RI Pengadaan
- Kartu persedian barang
- Buku persedian barang
PL. 02.03 3. |Laporan berkala Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian Layanan
mengganggu kinerja DPR RI Pengadaan
PL. 03 C. |Distribusi
1. |Pencatatan barang (SIMAK) dan pemberian barcode Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang |Bagian Layanan
mengganggu kinerja DPR RI Pengadaan
2. |Surat permintaan Biasa Administrator  Tidak memiliki dampak yang .Bagian Layanan
mengganggu kinerja DPR RI Pengadaan
3. |Surat pengiriman barang Biasa Administrator ~ Tidak memiliki dampak yang | Bagian Layanan
mengganggu kinerja DPR RI Pengadaan
4. |Kartu pendistribusian Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang | Bagian Layanan
mengganggu kinerja DPR RI Pengadaan
S. |Buku pendistribusian Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang |Bagian Layanan




1. |Surat permintaan perbaikan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang | Bagian Layanan |
mengganggu kinerja DPR RI Pengadaan
2. |Surat perbaikan/perawatan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang |Bagian Layanan
mengganggu kinerja DPR RI Pengadaan
3. |Buku pencatatan pemeliharaan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang | Bagian Layanan
mengganggu kinerja DPR RI Pengadaan
4. |Buku barang rusak Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang |Bagian Layanan
mengganggu kinerja DPR RI Pengadaan
S. |Laporan berkala Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang | Bagian Layanan
mengganggu kinerja DPR RI Pengadaan
PL. 05 E. |Pelayanan
1. |Pengelolaan ruang kerja Biasa Administrator  Tidak memiliki dampak yang Bagian Layanan
mengganggu kinerja DPR RI Pengadaan
2. |Pengelolaan ruang pertemuan/rapat/ lapangan upacara Biasa Administrator =~ Tidak memiliki dampak yang Bagian Layanan
mengganggu kinerja DPR RI Pengadaan
3. |Peminjaman sarana & prasarana kantor Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian Layanan
mengganggu kinerja DPR RI Pengadaan
RT. KERUMAHTANGGAAN
RT. 01 A. |Pengelolaan Rumah Jabatan dan Wisma
1. |Pemeliharaan/perbaikan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang__ Bagian Wisma
mengganggu kinerja DPR RI dan Rumah
Jabatan
2. |Administrasi peminjaman wisma Biasa Administrator = Tidak memiliki dampak yang  Bagian Wisma
mengganggu kinerja DPR RI dan Rumah
Jabatan
RT. 02 B. |Pengelolaan Gedung dan Taman
1. |Rencana pembangunan gedung Biasa Administrator = Tidak memiliki dampak yang Bagian Dungtam
mengganggu kinerja DPR RI
- lBlue print/peta/gambar-gambar gedung
2. |Pemeliharaan dan perbaikan Biasa Administrator  Tidak memiliki dampak yang  Bagian Dungtam
| mengganggu kinerja DPR RI
RT. 03 C. |Pengelolaan Instalasi/Jaringan -
1. |Instalasi/jaringan (air, listrik, telepon, komputer dan Lokal Area Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang | Bagian Istalasi
Network (LAN)) mengganggu kinerja DPR RI
2. |Jaringan instalasi/blue print/gambar (air, listrik dan telepon) Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang | Bagian Istalasi
; mengganggu kinerja DPR RI
RT. 04 D. Pengelolaan Kendaraan Dinas |
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1. |Pengadaan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Kendaraan
2. |Pengurusan surat surat kendaraan dinas (STNK dan BPKB) Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Kendaraan
3. |Pengelolaan kendaraan dinas Biasa Adminiswrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Kendaraan
4. |Pemeliharaan dan perbaikan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Kendaraan
5. |Kehilangan dan masalah kendaraan Biasa Adminiswrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Kendaraan |
6. |Penggunaan kendaraan dinas Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
' mengganggu kinerja DPR RI Kendaraan
RT. 05 E. [Pengelolaan Ketertiban dan Keamanan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang | Bagian Pamdal
mengganggu kinerja DPR RI
1. |Strategi keamanan .
2. |Pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat,
__|kantor, dan rumah dinas
31 ijoran ketertiban dan keamanan B
RT. 06 F. Pelayanan Kesehatan | —
' 1 |Rekam medis Anggota Rahasia Pimpinan Tinggi| Menimbulkan kerugian yang | Bagian Yankes '
Madya serius terhadap privasi, |
keuntungan kompetitif,
hilangnya kepercayaan, serta
merusak kemitraan dan
) reputasi
2 Rekam medis ASN Rahasia Pimpinan Tinggi| Menimbulkan kerugian yang Bagian Yankes
Madya serius terhadap privasi,
keuntungan kompetitif,
hilangnya kepercayaan, serta
merusak kemitraan dan
I L reputasi
3 |Rekam medis Non ASN Rahasia Pimpinan Tinggi| Menimbulkan kerugian yang Bagian Yankes
Madya serius terhadap privasi,
keuntungan kompetitif,
hilangnya kepercayaan, serta
merusak kemitraan dan
- reputasi )
4 |Resep Obat Terbatas Pimpinan Tinggl| Memiliki dampak yang dapat Bagian Yankes

Pratama

mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI




RT. 07 G. |Pelayanan Pencetakan dan Penggandaan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Penerbitan
XII. |KN. KEKAYAAN NEGARA
KN. 01 A. |Pengelolaan Barang Milik Negara
| |Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara
KN. 01.01 1. [Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian BMN
mengganggu kinerja DPR RI
a. |Satker Dewan
b. |Satker Sekretariat Jenderal
KN. 01.02 2. |Pemanfaatan Barang Milik Negara Biasa Adminiswrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian BMN
mengganggu kinerja DPR RI
|a. Usulan proses persetujuan pemanfaatan BMN (sewa, pinjam |
pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah
onnal/bangun onna serab)
b. |Rekapitulasi data penerimaan PNBP dari pemanfaatan BMN
KN. 01.03 3. |Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Biasa Adminiswator | Tidak memiliki dampak yang Bagian BMN
mengganggu kinerja DPR RI
a. |Satker Dewan
b. |Satker Selkretariat Jenderal
KN. 02 B. |Penatausahaan BMN
KN. 02.01 1 [Inventaris BMN Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang | Bagian BMN |
mengganggu kinerja DPR RI
KN. 02.02 2 |Penghapusan Barang Milik Negara Biasa Administrator  Tidak memiliki dampak yang Bagian BMN
mengganggu kinerja DPR RI
KN. 02.03 3 |Pelaksanaan Pelelangan BMN Biasa Administrator = Tidak memiliki dampak yang Bagian BMN
mengganggu kinerja DPR RI
KN. 02.04 4 |Penetapan Status BMN Biasa Administrator = Tidak memiliki dampak yang Bagian BMN
mengganggu kinerja DPR RI
KN. 03 C. |Pelaporan Barang Milik Negara
,~|KN.03.01 1 Pembukuan Barang Milik Negara Biasa Administrator = Tidak memiliki dampak yang Bagian BMN

mengganggu kinerja DPR RI
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- |Daftar barang kuasa/pengguna
4 - |Daftar Inventaris Ruangan (DIR)
- |Daftar barang lainnva
= -_|Buku barang
i - |Buku Inventaris (BIl)
| _-_|Kartu identitas barang
- |Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
- |Kartu Inventaris Barang (KIB)
- |Kartu Inventaris Laporan (KIL)
KN. 03.02 2 |Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan Un- Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian BMN
Audited mengganggu kinerja DPR RI
- |Satker Dewan
- |Satker Sekretariat Jenderal
KN. 03.03 3 |Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan Audited Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian BMN
mengganggu kinerja DPR RI
B - |Satker Dewan
- |Satker Sekretariat Jenderal
KN. 03.04 4 |Laporan Barang Persediaan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian BMN
mengganggu kinerja DPR RI
|- lSatker Sekretariat Jenderal
KN. 04 D. |Bukti Kepemilikan Aset Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian BMN
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
| 1 |Sertifikat Tanah, IMB, Bukti Kepemilikkan, SHM, dan sejenisnya
2 |BPKB Kendaraan
XIII. KU. KEUANGAN .
KU.01 A [PENYUSUNAN ANGGARAN
KU.01.01 1. |Rencana Strategis, Kebijakan umum dan strategi pengelolaan B
anggaran DPR RI.
a. |Rencana Strategis (Renstra) DPR RI. Biasa Administrator  Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
b. |Rencana Strategis (Renstra) Set jen DPR RI. Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
c. Arah kebijakan umum dan pengelolaan anggaran (AKUPA) Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
Dewan mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
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d. |Arah kebijakan umum dan pengelolaan anggaran (AKUPA) Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
Setjen mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
| e.[Pedoman umum Pengelolaan anggaran Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
KU.01.02 Dokumen penetapan kinerja (PK) Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
| |Snrat nermintaan data fentang PK
|- [Doloaumen P dari unit_keyia
- iQurat nersetniyan feptang PK
- i Penetanan Kingria Pimninan 1nit Kevia
KU.01.03 |Rencana Ker ja Pemerintah (RKP) DPR RI Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
| mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
l |
KU.01.04 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPR RI Biasa Administrator  Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
| - ISurat nermintaan data tentang RKT
- {Dokumen RKT dayi nnit keria
- |Rencana kineria tahunan (RKTI Setien DPR RI
KU.01.06 Perumusan program, kegiatan dan anggaran dan perumusan Terbatas Pimpinan Tinggi, Memiliki damnpak yang dapat Bagian
pelaksanaan perubahan anggaran, Pratama mengganggu pelaksanaan Perencanaan
tugas dan fungsi DPR RI
a. (Usulan rencana kerja DPR RI Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Perencanaan
tugas dan fungsi DPR RI
- Usulan rencana kerja dan anggaran dari unit kerja (Unit
Kerja AKD dan Setjen)
- Nota penjelasan Sekretaris Jenderal tentang usulan rencana
keria dan anggaran
- Dokumen usulan rencana kerja dan anggaran satker Dewan
- Dokumen usulan rencana kerja dan anggaran satker Setjen
- Usulan rencana kerja dan anggaran ke kementerian
keuangan dan Bappenas
b. [Rencana kerja ( Renja ) berdasarkan Pagu Indikatif Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Perencanaan

tugas dan fungsi DPR RI

- Surat edaran bersama tentan—g pagu indikatif dari
kementerian keuangan dan Bappenas

mnit rera (AN dan Qetien)

- Anggaran yang telah disesuaikan dengan Pagu Indikatif dari
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- Surat undangan tentang Trilateral meeting antara Bappenas,
Kementerian Keuangan dan Setjen DPR RI

- Dokumen hasil pertemuan Trilateral Meeting

- Nota penjelasan tentang RKA berdasarkan Pagu Indikatif

- Dokumen Rencana kerja DPR RI satker Dewan berdasarkan
pagu Indikatif

- Dokumen Rencana kerja DPR RI satker Setjen berdasarkan
pagu Indikatif

- Surat pengajuan anggaran berdasarkan Pagu Indikatifke
Kementerian Keuangan dan Bappenas

.|Rencana kerja dan anggaran (RKA) DPR RI berdasarkan

pagu anggaran

Terbatas

Pimpinan Tinggi
Pratama

Memiliki dampak yang dapat
mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

Bagian
Perencanaan

- Pagu Anggaran dari Kementerian Keuangan

- Dokumen anggaran yang telah disesuaikan dengan pagu

|anggaran dari unit keria (AKD dan Setien)

- Nota penjelasan tentang RKA berdasarkan pagu anggaran

- Dokumen Rencana kerja DPR RI Satker Dewan berdasarkan
pagu anggaran

- Dokumen Rencana kerja DPR RI Satker Setjen berdasarkan
DAL ANSEATAN

- Pengajuan anggaran berdasarkan pagu anggaran ke
Kementerian Keuangan

.|Rencana kerja dan anggaran (RKA) DPR RI berdasarkan

alokasi anggaran

Terbatas

Pimpinan Tinggi
Pratama

Memiliki dampak yang dapat
mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

- Alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan

Bagian
Perencanaan

- Dokumen alokasi anggaran dari unit kerja (AKD dan Setjen)

- Nota penjelasan tentang RKA berdasarkan alokasi anggaran

- Dokumen Rencana kerja DPR RI satker Dewan berdasarkan
alokasi Anggaran

- Dokumen Rencana kerja DPR RI satker Setjan berdasarkan
alokasi anggaran

- Pengajuan anggaran berdasarkan alokasi anggaran ke
Kementerian Keuangan

. | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR RI

Terbatas

Pimpinan Tinggi

Pratama

- Pengesahan DIPA dari dirjen anggaran

Memiliki dampak yang dapat
mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

- Dokumen DIPA DPR RI Satker Dewan

- Dokumen DIPA DPR RI Satker Setien

- Nota pen jelasan Sekretaris Jenderal tentang DIPA

Bagian
Perencanaan
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f. |[Rincian Anggaran Biaya (RAB) Revisi DIPA DPR RI Terbatas  |Pimpinan Tinggi| Memilikdi dampak yang dapat Bagian
Pratama menggangegu pelaksanaan Perencanaan
- Pengaijuan revisi dari unit kerja (AKD dan Setjen)
- Dokumen revisi DIPA DPR RI
KU.01.06 6. |Dokumen standar harga satuan barang dan jasa Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Perencanaan
|
KU.01.07 7. |Dokumen perencanaan program dan anggaran lainnya. Terbatas Pimpinan Tinggi! Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Perencanaan |
tugas dan fungsi DPR RI
- [Penvusunan RKA dan POK Setjen DPR RI
- |Pedoman Teknis penyusunan anggaran Setien DPR RI
- |Laporan studi komparasi.
KU. 02. PELAKSANAAN ANGGARAN
KU. 02.01. 1. |REALISASI PENDAPATAN
a. |Surat setoran pajak (SSP) Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Keuangan
b. |Surat setoran bukan pajak (SSBP) Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Keuangan
¢. |Setoran pengembalian belanja (SSPB) Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Keuangan
d. [Bukti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bag_ian
mengganggu kinerja DPR RI Keuangan
KU. 02.02. 2. |BELANJA
a. (Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah dan lampirani Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
1) Barang pakai habis (ATK, lampu, obat-obatan, dll) Terbatas ~ Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
2) Baranginventaris (belanja pengadaan/modal) Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
3) Belanja pemeliharaan, jamuan rapat Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/TUP dan Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Bagian
Jampirannya Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan

tugas dan fungsi DPR RI

. |Pembukuan anggaran
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1) Buku kas umum (BKU) Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dam pak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPRRI
2) Buku bantu bank Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
3) Buku kas pajak Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dam pak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
4) Kartu pengawasan kredit anggaran Terbatas Pimpinan Tinggi! Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
Daftar gaji Anggota DPR RI Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
Dokumen Akutansi Keuangan/Laporan arus kas: Terbatas  |Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
- Berita acara nemeriksaan kas dan rekonsiliasi
- Kas/Reeister penutupan kas
- Laporan pertanggunegiawaban bendaharawan pengsliaran
- Rekening koran bank
- [Daftar honorarium tenaga ahli anggota dan Alat Terbatas  Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Kelengkapan Dewan {AKD) Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
. |Daftar honorarium asisten anggota DPR RI Terbatas ~ Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
- |Daftar tunjangan kehormatan anggota DPR RI Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI |
. |Daftar form A2 untuk anggota DPR RI Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
i. |Daftar KP4 anggota DPR RI Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dainpak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
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. |Berkas pembayaran fungsi Dewan : Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan  Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
- Tunjangan rangkap jabatan
- Tniangan_ ltamnnilac - B
= Thnianzan keina fraksi ]
~Tuniangar ketng kamisi |
- Tuniansan fimgsi anosgran |
|- Tunianzan fizngsi san I -
- Tiiniangan_fianosi lepiglasi
.|Berkas pembayaran fasilitas anggota : Terbatas  |Pimpinan Tinggi, Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
_ Listrik dan telepon anggota DPR RI
Kendaraan kradit anconta NPR RT
- Asnirasi masvaralat untnk _anseata NPR B[
. |Gaji pegawai Setjen DPR RI Terbatas Pimpinan Tinggf Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
.|Daftar tunjangan kinerja pegawai Setjen DPR RI Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
.|Daftar form A2 pegawai Setjen DPR RI Terbatas Pimpinan Tinggl " Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
. |Daftar KP.4 pegawai Setjen DPR RI Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
. |Honorarium : ) |
- Daftar honorarium Tim kerja DPR RI Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
I - Daftar honorarium Tim RUU Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Bagian
;f Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan

tugas dan fungsi DPR RI
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- Daftar honorarium Tim Setjen DPR RI Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
- Daftar honorarium uang makan nasional Terbatas Pimpinan Tinggi' Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
q.|Usulan revisi anggaran para PPK Satker Dewan dan Satker Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Bagian
Setjen : Pratama mengganggu pelaksanaan Keuangan
tugas dan fungsi DPR RI
- Surat disnosjsi KPA_atas usulan revisi dari PPK ke Riro
- Rincian _aneearan hiava vane direvisi — -
- Term of references (TOR) -
- Surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditandatangani
bllﬂeﬂ NDenaming St a5 p— —
- Surat nengesalian revisi kementerian kenangan
- Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA} yang sudah
digahlran rementerian lrenanoan — _— —— — i - ——
- Rencana keria anggaran /[RKA-KL,
Ky 03 3 _|SISTEM AKIUNT 14 TANS!I (SAT
a. |Kebijakan akuntansi : o Biasa Administrator  Tidak memiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Keuangan
Berita acara rekonsiliasi internal antara SAK dan SIMAK-BMN
(Satker dan Lembaga).
b. [Laporan sistem informasi manajemen dan akuntasi barang Biasa Administrator  Tidak memiliki dampak yang Bagian
milik negara (SIMAK BMN)} : mengganggu kinerja DPR RI Keuangan
- Neraca barang milik negara - 5
[ - Langran harang nersediaan
| - l.anaran nenseninaan harang |
- I.anaran Kandisi Rarang
c. |Laporan sistem akuntansi keuangan (SAK) : Biasa Administrator = Tidak memuiliki dampak yang Bagian
mengganggu kinerja DPR RI Keuangan
| - Neraca |
I - Lanaran realigasi nendanatan
| - Lanoran realisasi anggaran
{ |- Daftar transaksi harian nendanatan nesara dan.realisasi
KU. 04. | 4 |BIAYA PERJALANAN DINAS
~ | |A. [PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
KU. 04.01. [ | |1) PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DEWAN
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a) Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kelompok

- Periglanan Ninas Pimninen.

- Perialanan Dinas Kamisi

- Perigtanan Dinas Tim

- Perialanan Dinas Pelantiken

- Perialanan Dinag Pemnlanean

- Perialanan Dinas NDuka Wafat

- Perialanan Dinas Mengantar ,Jenazah

- Perjalanan Dinas Lain yang ditetapkan dengan

Peraturan Perundang- undangan.

b) Perjalanan Dinas Dalam Negeri Perorangan

- Knniungan Keria Ketnna/Wala! Ketna
- Kuniunean Kena di Masa Reses

Terbatas

Terbatas

Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

Pimpinan Tinggi Memilika dampak yang dapat
Pratama mengganggu pelaksanaan
thnaae dan figaei NPR RT

Bagian
Perjalanan

Bagian
Perjalanan

- Knniupegan Keria dilmar Masa Reses dan dilnar sidane,

- Kuninnegan Keria nada Masa Reses atallnada Masg

. ¥nninnean Snesifik Peroransan
- Kuniungan Keria Peroranean dalam rangiza Sosialigasi

KU. 04.02.

2) PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI SEKRETARIAT

- Perjalanan Dinas Tim.
- Peralanan Dinas DIKLAT,

- Perialanan Dinas Palzet Meating
| - Perialanan Dinas Penelitian Kelamnalk

Terbatas

Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

Bagian
Perjalanan

- Perialanan Dinas Penelitian_Indizidn

KU. 0S.
KU. 05.01.

- Periglanan Nings Pakar

B. [PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
1) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DEWAN

- Knninngan Keria Delegasi Muhihah Ketna dan Walkil

Terbatas

Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

Bagian
Perjalanan

- Knniunean Kena Pelaksanaan Kerniasama Qreanisasi

- Penguatan Pelaksanaan Tieas BIRT

- Pelaksanaan Tugas Mahlkamah Kehormatan Dewan

|- Pelaksanaan Keriasama Qreanjsasi Regional /KSR

- Pelaksanana Keriacsampg Rilgteral /KSR
- Penvelenoeoaraan Sekretariat Oreanisasi

1 - Dalam Rangka Pelaksanaan Peran Dinlomasi/MINLITNA

- Knninnzan Keria dihiar Masa Reses dan diluar Sidang

- Pelaksanaan Kegiatan Badan Anggaran

- Tim Pengawassan Terhadan Perlindiingan Tenaga Keria

- Tim Penegawasan [hadah Haji
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KU. 05.02. 2) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI SEKRETARIAT Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian
Pratama mengganggu pelaksanaan Perjalanan
tugas dan fungsi DPR RI
- ¥uninngan Keria Persidangan Komisi dan Parinurna
- Riro Keria Sama Antar Parlemen
- Keselretariatan Pimninen
- Rirn Kelanean Dan Perencanaan. —
- Inspekiorat 11 S
- Pusat Data Dan Informasi. =
__ - Bidang Arsin Dan Mugenm _
- Perancang PLILL a e — - — o o = =
- Peneliti Penekaiian dan Penpembangan
KU. 06. PELAPORAN DAN EVALUASI
KU. 06.01. 1. Laporan Keuangan Dewan dan Satker
a. |Laporan Keuangan U n-audited (Lemﬁga, Satker Dewan dan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang  Bagian Evapor
Satker Setjen) mengganggu kinerja DPR RI
b. |[Laporan Audited (Lembaga, Satker Dewan dan Satker Setjen) Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian Evapor
mengganggu kinerja DPR RI
c. |Laporan Keuangan Semester | (Lembaga, Satker Dewan dan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian Evapor
Satker Setjen) mengganggu kinerja DPR RI
d. |Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan II (Lembaga, Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang & Bagian Evapor
Satker Dewan dan Satker Setjen) mengganggu kinerja DPR RI
e. |Laporan Keuangan Bulanan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak ;mg 1 Bagian Evapor
mengganggu kinerja DPR RI
KU. 06.02. 2. |Laporan Keuangan Tahunan DPR RI Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian Evapor
mengganggu kinerja DPR RI
i ]ﬂng;a_n Realisasi Angzaran ([ RA]
- Neraca |
- Lanoran Onerasional |
- Lanoran Peruhahan Eloiitas (IPE) [
-_(ia_ta,mn atas Lanoran Kelangan ][
KU. 06.03. 3. |Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian Evapor

mengganggu kinerja DPR RI
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KU. 06.04. 4. |Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi internal Terbatas  |Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat = Bagian Evapor
antara SAK dan SIMAK BMN (Satker dan Lembaga) Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
KU. 06.05. S. |Dokumen/Daftar Transaksi Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bagian Evapor
mengganggu kinerja DPR RI
) Pene;imaan, Pengeluaran dokumen sumber, bukti jurnal, Surat
Tanda Setor, Surat Setor Bukan Pajak, SP2D, SPM
T —— = = - —_— e
KU. 06.06. 6. |Revisi Anggaran Terbatas Pimpinan Tinggi, Memiliki dampak yang dapat = Bagian Evapor
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
- Svrat permintaan revisi dagi unit keria:
- Dokumen vang akan direvisi:
- Doknman Revisi Satker Dewan:
- %anmﬁn Revisi Satker Setien
KU. 06.07. 7. |Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran : Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat | Bagian Evapor
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
- Laporan Realisasi Anggarg'x DPR RI
- Matriks realisasi anggaran Satker Dewan/Satker Setjen
- Nota Penielasan Selkien terhadan realisasi Angegaran DPR RI
KU. 06.08. 8. |Laporan Berkala Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang | Bagian Evapor
mengganggu kinerja DPR RI
- Laporan triwulan PP 39 atau E-Monev Bappenas
- Laporan E-Monev DJA
- Matriks sandingan triwulan 1,2,3,4
XIV. [PN PENELITIAN |
PN. 01. 1. |Proposal Penelitian Biasa Pimpinan Tinggi| Tidak memiliki dampak yang | Pusat Penelitian
Pratama mengganggu kinerja DPR RI
PN, 01.01. a.__TrEcnnmIaan Ketua DPR
PN, 01.02 b, __Kepakaran Peneliti
PN, 01.03 c ‘Lin!‘mj_Kcu..:..._m
PN. 02. 2. |Survey/Penyiapan Bahan/Data Biasa Pimpinan Tinggi| Tidak memiliki dampak yang Pusat Penelitian
Pratama mengganggu kinerja DPR RI
= T . - B )
PN. 03. 3. |Pengolahan /Analisis Data Biasa Pimpinan Tinggi| Tidak memiliki dampak yang Pusat Penelitian

Pratama

mengganggu kinerja DPR RI
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] [
PN. 04. Seminar /Workshop/Lokakarya Biasa Pimpinan Tinggi| Tidak memiliki dampak yang Pusat Penelitian
Pratama mengganggu kinerja DPR RI
| [ ]
PN. 05. Hasil Penelitian Biasa Pimpinan Tinggi| Tidak memilila dampak yang Pusat Penelitian
Pratama mengganggu kineja DPR RI
[ ]
PN. 05. Penyajian Hasil Penelitian Biasa Pimpinan Tinggi| Tidak memiliki dampak yang Pusat Penelitian
Pratama mengganggu kinerja DPR RI
- Penerbitan Hasil Penelitian (Buku, Kajian, Info singkat, Par]iamentary“
r.n.v'.'PI.w ;Il.uman
PN. 06. Berkas Pengukuhan Penghargaan Sebagai Profesor Riset Biasa Pimpinan Tinggi| Tidak memiliki dampak yang Pusat Penelitian
Pratama mengganggu kinerja DPR RI
| (R
XV. [KA KEARSIPAN
1. |Pengelolaan Arsip Dinamis
KA. 01. a. |Penyusunan Sistemn Kearsiapan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bidang Arsip
mengganggu kinerja DPR RI dan Museum
- ITata Naskah Dinas o
- IPnla Klasifikasi Arsin
- IKigsifilkkasi Keamanan dan Alzses Arsin Dinamis
- lJadw=al Retensi Arsin
- |Pedoman Pencelalaan Arsin Dinamis
KA. 02. b. |Administrasi Pengurusan Surat Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bidang Arsip
mengganggu kinerja DPR RI dan Museum
- _|Bukii Agenda Snrat Masuk /Snrat Keluar
- IRnky Rlrenediei
" |kA. 03. c.  Pengelolaan Arsip Aktif Biasa Adminiswator | Tidak memiliki dampak yang Bidang Arsip
mengganggu kinerja DPR RI dan Museum
- Daftar Arsip Aktif | 1
;J%aftﬁr Arsin vital
i KA. 04. d. |Pengelolaan Arsip Inaktif Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bidang Arsip
mengganggu kinerja DPR RI dan Museum
- Daftar Arsin Akdif L —
- Daftar Arsin Vital
[ - Daftar Arsin Teriaga
| - Daftar Arsin Andio Vienal —_—
_ - Daftar Arsin Elektronik
~——|KA. 05 e. Pembinaan Kearsipan Biasa Administrator = Tidak memiliki dampak yang Bidang Arsip

mengganggu kinerja DPR RI

dan Museum

30



- Pendampingan / Bimkos

- Bimbingan Telanis

- Verifikasi SKP / PPKP

- Workshop, Apresiasi, Lokakarya, Sosialisasi

mengganggu kinei1ja DPR RI

dan Museum

- Sertifikasi Arsiparis
f. Monitéﬁng Supervisi dan Pengawasan Kearsipan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bidang Arsip
mengganggu kinerja DPR RI dan Museum
[ KA. 06. 2. |Penggunaan dan Pemeliharaan
|
KA. 06.01. ! a. Layanan arsip Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bidang Arsip
mengganggu kinerja DPR RI dan Museum
|KA. 06.02. b. Pameran Arsip Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bidang Arsip
mengganggu kinerja DPR RI dan Museum
KA. 06.03. c. Perawatan Arsip Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bidang Arsip
mengganggu kinerja DPR RI dan Museum
KA. 07. 34 Penyusutan Arsip
KA. 07.01. a. |Pemindahan arsip inaktif Biasa Administrator | Tidak memiliki dainpak yang Bidang Arsip
mengganggu kinerja DPR RI dan Museum
- Daftar Arsip
- Berita Acara
KA. 07.02. b. |Pemusnahan arsip Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bidang Arsip
mengganggu kinerja DPR RI dan Museum
- Pembentukan Panitia
- Daftar Arsip
- Surat Rekomendasi
- Surat Keputusan
- Berita Acara
KA. 07.03. c. Penyerahan arsip statis Biasa Administrator  Tidak memiliki dampak yang Bidang Arsip
mengganggu kinerja DPR RI dan Museum
i - Penilaian Arsip - o
- Daftar Arsip
- Berita Acara
XVI. MS. KEMUSEUMAN
MS. 01. 1. Pengelolaan Koleksi Biasa Administrator = Tidak memiliki dampak yang Bidang Arsip

31



MS. 02. 2. |Pengadaan koleksi Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bidang Arsip
mengganggu kinerja DPR RI dan Museum
MS. 03. 3. |Registrasi dan inventarisasi Koleksi Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bidang Arsip
mengganggu kinerja DPR RI dan Museum
MS. 04. 4. |Pemeliharaan dan pengamanan koleksi Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bidang Arsip
mengganggu kinerja DPR RI dan Museum
|Ms. 0s. 5. |Penelusuran koleksi Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bidang Arsip
mengganggu kinerja DPR RI dan Museum
MS. 06. 6. |Penyajian koleksi Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bidang Arsip
mengganggu kinerja DPR RI dan Museum
MS. 07. 7. |Layanan Kunjungan Museum Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bidang Arsip
mengganggu kinerja DPR RI dan Museum
XVII. |TI. TEKNOLOGI INFORMASI
TI O1. 1. |Jaringan
a. Pengembangan jaringan baru Biasa . Administrator  Tidak memiliki dampak yang BDTI
mengganggu kinerja DPR RI
b. Pengembangan jaringan yang sudah ada Biasa Administrator = Tidak memiliki dampak yang BDTI
mengganggu kinerja DPR RI
c. Perbaikan jaringan (trouble shooting) Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang BDTI |
mengganggu kinerja DPR RI
TI. 02. 2. |Aplikasi/data
TI 02.01. a. Rencana strategis/master plan pembangunan system informasi Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat BDTI
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
TI. 02.02. b. Pembuatan aplikasi, database dan website Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang BDTI
mengganggu kinerja DPR RI
TIL 02.03. c. Pengembangan aplikasi , database dan website Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang BDTI
mengganggu kinerja DPR RI
TIL 02.04. d. Pemeliharaan , database dan website Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang BDTI
mengganggu kinerja DPR RI
/7 |TI. 02.05. e. SPBE Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang BDTI

mengganggu kinerja DPR RI
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T1. 03. 3. |Database i
a. Pengadaan baru Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang BDTI
mengganggu kinerja DPR RI
b. Pengembangan (penambahan perangkat} Biasa Administrator | Tidak memilild dampak yang BDTI
mengganggu kinerja DPR RI
c. Pemeliharaan Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang BDTI
mengganggu kinerja DPR RI
Tl 04. 4. |Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
‘ a. Verifikasi dokumen Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat BDTI
Pratama mengganggu pelaksanaan
‘ tugas dan fungsi DPR RI
b. Administrasi lelang Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat BDTI
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
c. Arsip data komputer Terbatas Pimpinan Tinggi, Memmnilika dampak yang dapat BDT!I
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
|xvmi PS. KEPUSTAKAAN
PS. 01. 1. |Pengadaan bahan pustaka Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bidang
mengganggu kinerja DPRRI | Perpustakaan
PS. 02. 2. |Pemeliharaan bahan pustaka Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bidang
mengganggu kinerja DPR RI Perpustakaan
PS. 03. 3. Pelayanan bahan pustaka o Biasa Administrator | Tidak memiliki dampak yang Bidahg .
mengganggu kinerja DPR RI Perpustakaan
PS. 04. 4. Pameran bahan pustaka Biasa Adminiswrator | Tidak memiliki dampak yang Bidang
mengganggu kinerja DPR RI Perpustakaan
XI1xX. PL PENGAWASAN
PL O1. 1. Audit (surat tugas, surat pemberitahuan, telaahan, sampai dengan
laporan)
~—{PL 01.01. a.  Audit Kinerja/Operasional Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Bagian ITTAMA '
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
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tugas dan fungsi DPR RI

Pl 01.02. b. [Audit Dengan ’I‘uju_an Tertentu Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat - Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
P1. 01.03. C. [Audit Berbasis Risiko Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
Pl 02. 2. |Reviu (surat tugas, surat pemberitahuan, sampai dengan laporan)
Pl. 02.01. a. Reviu Laporan Keuangan Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
Pl. 02.02. b. Reviu Pengelolaan Anggaran (RAKL)/P1/PA/AA Terbatas  Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
Pl. 02.03. c. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
Pl 02.04. d. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK}) Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
Pl 02.05. e. Reviu Piutang Terbatas Pimpinan Tinggi| Memililo dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
Pl. 02.06. f. Reviu Penghapusan Aset Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
PI. 02.07. g. Reviu Laporan Akuntabilitas Keuangan ( LAK) Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
PL 03. 3. |Evaluasi (surat tugas, surat pemberitahuan, sampai dengan
laporan)
PIL. 03.01. a. |Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
PI. 03.02. b. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
] tugas dan fungsi DPR RI
_IPL 03.03. c.  Evaluasi Kinerja pada Unit Kerja Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
N Pratama mengganggu pelaksanaan




Memiliki dampak yang dapat
mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

Bagian ITTAMA

Memiliki dampak yang dapat
mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

Bagian ITTAMA

Memilils dampak yang dapat
mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak;ng dapat
mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak yang dapat
mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak vang dapat
Memiliki dampak yang dapat
mengganggu pelaksanaan

| tugas dan funesi DPR RI

Memilils dampak yang dapat
mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

Bagian ITTAMA

Bagian ITTAMA

Bagian ITTAMA

Bagian ITTAMA |

Bagian ITTAMA

Bagian ITTAMA

Memiliki dampak yang dapat
mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak yang dapat
mengganggu pelaksanaan

P1. 03.04. d. |Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risk Register Un Terbatas Pimpinan Tinggi|
Pratama |

PIL. 03.05. e. |Evaluasi atas Unit Kerja yang telah di tetapkan sebagai Zona In@_ Terbatas Pimpinan Tinggi
Pratama

Pl 03.06. f. |Evaluasirencana strategis (Renstra) Setjen DPR RI Terbatas "Pimpinan Tinggl
Pratama

Pl. 04. 4. |Pemantauan -

PL. 04.01. a. |Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Terbatas Pimpinan Tinggi
Pratama

PL 04.02. b. |Pemantauan Strategi Nasional (Stranas) PK Terbatas Pimpinan Tinggi

' Pratama

PIL. 04.03. c. |Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK RI Terbatas  Pimpinan Tinggi

PL 04.04. d. |Pemantauan disiplin pegawai Terbatas Pimpinan Tinggi
Pratama

| . =

Pl 0S. 5. |Pengawasan lainnya

Pl. 05.01. a. |Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPJ Terbatas Pimpinan Tinggi
Pratama

Pl 05.02. b. [Pemenuhan Area of Improvement Internal Audit Capability Model (] Terbatas Pimpinan Tinggi
Pratama

Pl. 05.03. c. |Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Terbatas Pimpinan Tinggi
Pratama

P1. 05.04. d. |Penyusunan Risk Register o h Terbatas Pimpinan Tinggi
Pratama

-|PI4 05.05. e. |Pendampingan

tugas dan fungsi DPR RI

Memiliki dampak yang dapat
mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

Bagian ITTAMA

Bagian ITTAMA

Bagian ITTAMA
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Pl

PI.

R

PI.

PI.

PI.

PL

05.06.

05.07.

05.08.

05.09.

05.10.

05.11.

06.

Pratama

mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

1. [Pendampingan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
Pemeriksa Keuangan (BPK) Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

2. |Pendampingan PMPRB Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat | Bagian [TTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

3. |Pendampingan SPIP Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

4. |Pendampingan LHKPN Terbatas Pimpinan Tinggi  Memilila dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

5. Pendampingan LHKSN Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu petaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

f. |Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa Terbatas \Pimpinan Tinggi " Memiliki dampak yang dapat | Bagian [ITTAMA
| Pratama mengganggu pelaksanaan
i tugas dan fungsi DPR RI

g. |Pembinaan Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

h. Rz;pat kerja pengawasan (Rakerwas) /rapat koordinasi Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat_ 'iagiza_n ITTAMA |

pengawasan (Rakorwas) Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

i, |Kebi jakan pengawasan/Rencana Strategis Pengawasan Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
I tugas dan fungsi DPR RI

if Penyusunan Usulan Program Kegiatan Pengawasan Tahunan Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
(UPKPT/PKPT) Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

k. [Pengawasan melekat Terbatas Pimpinan Tinggi ' Memiliki dampak yang dapat Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

6. Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan
a. |Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester (IHPS) Terbatas .Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat Bagian ITTAMA
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b. |Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
PL 07. Penerapan Aksi Pencegahan, Pemberantasan Korupsi
a. |Pengendalian gratifikasi Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
b. |Zona integritas wilayah bebas korupsi, wilayah bersih bebas melay Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan |
tugas dan fungsi DPR RI
c. |Pengendalian sistem pengendalian internal pemerintah Terbatas Pimpinan Tinggi Memiliki dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
d. |Proses pengumpulan laporan hasil kekayaan pejabat negara Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat | Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
e. |Laporan hasil kekayaan aparat sipil negara Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian ITTAMA
Pratama mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI
f. Whistle Blowing System (WBS) Terbatas Pimpinan Tinggi| Memiliki dampak yang dapat Bagian ITTAMA

Pratama

mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI

-

SEKRETARIS JENDERAL,

\
INDRA /
NIP. 196611141997031001

NDAR )(/

37



	Batang Tubuh
	LAMPIRAN I A
	LAMPIRAN I B
	LAMPIRAN II A
	LAMPIRAN II B



